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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Demokrasi merupakan suatu tuntutan yang universal bagi
hampir semua negara didunia. Dalam pelaksanaan demokrasi masing-
masing negara memilki corak dan variasi sendir-sendirl Meskipun
demikian, secara umum tatapan pemerintahan yang demokratis
mempunyal cirl —salah satunya — pelaksanaan pemilu yang jujur, bebas
dan adil Disebutkan juga oleh Calderon bahwa isi demokrasi
diidentfikasikan dalam tiga prinsip yaitu penghormatan atas hak asasi
manusia. penegasan bahwa pemilihan umum yang bebas dan teratur: dan
karakter publik dari semua aktifitas pemerintahan, sebagaimana juga
langgung jawab semua agen pemerintahan.  Selain ity Juga
diidentifikasikan dengan keabsahan sejumiah institusi dan organisasi
tertentu ' Dalam definis| tersebut, pemilu menjadi prasarat bagi sebuah
demokrasi walaupun pemilu bukaniah makna keseluruhan dari partisipasi
demokratis. Dengan adanya pemilu, rakyat menjadi penentu jalannya
pemerintahan dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Calon pemimpin
dapat bersaing dalam memperebutkan suara rakyat sehingga diharapkan
pemimpim yang akan muncul dan memenangkan pemilu mendapatkan
dukungan dan legitimasi dari rakyatnya.

Tujuan pemilu ditingkat nasional ada dua. Yang pertama adalah
untuk memilih kepala pemerintahan atau kepala eksekutif dan untuk
menggolkan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
terpilih. Dan yang kedua adalah untuk memilin anggota-anggota lembaga
perwakilan, legislatif atau parlemen yang akan menetapkan peraturan

| Lihat Ricardo Arias Calderon dalam sebuah catatan tergdapat dalam Suillsrmo ©'Donell
(ed), 1983, Transisi Menuju Demokrasi rangkaian kemungkinan dan kefidakpastian.
Jakarta, LP3ES, halaman 70-71



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

perundang- undangan dan ketentuan-ketentuan lain serta mengawasi
kegiatan pemernntah demi kepentingan rakyat

Bagl masyarakat Timor Timur yang sedang mempersiapkan
kemerdekaannya, pemilihan umum dewan konstituante yang dilaksanakan
pada tanggal 30 Agustus 2001 kemudian diikuti dengan pemilihan umum
presiden 7 bulan berikutnya yaitu pada tanggal 14 April 2002, merupakan
peristwa besar yang memiliki makna historis  tersendin  daiam
perjalanannya menuju kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya.
Fada tanggal 30 Agustus 2001 seluruh rakyat Timor Timur mengadakan
pemilihan umum untuk memilih dewan konstitusi yang akan mengisi 88
kursi parlemen. Dewan konstitusi ini dalam waktu 90 hari akan menulis
konstitusi pertama bagi parlemen pertama di Timor Timur. Selanjutnya
tangga! 14 Aprii 2002, pemilihan umum adalah untuk memilin presiden
pertama. Pemilihan ini merupakan perintang terakhir bagi Timor-timur
untuk menjadi negara yang benar-benar merdeka Setelah dewan
parlemen terbentuk dan presiden pertama terpilih, Timor Timur tinggal
menunggu waktu yang tepat bagi proklamasi kemerdekaanya, Pemilihan
umum ini juga memiliki makna yang strategis karena merupakan Upaya
osEs  penung  mendju lalanan  sistem  pemerintahan yang
deinokratis,

Pemilihan umum yang pertama kali berlangsung setelanh lepas
dari Indonesia itu juga sebagai tantangan besar yang harus dihadapi
warga Timor Timur. Bagaimanapun proses demokrasi tidak pemah mudah
dan prosesnya selalu mengandung resiko kegagalan.® Hal ini sekaligus
menjadi kekhawatiran bagi warga Timor Timur dan juga komunitas
internasional. Kekhawatiran tersebut paling tidak memiliki alasan,
pertama, selama ratusan tahun arang-orang  Timor Timur tidak pernah
bisa melaksanakan pemerintahan atau melakukan kontrol terhadap

" David Beetham &Kevin Boyle, 2000, Demckrasi 80 Tanya Jawab Yogyakarta,
KANISILS halaman 83
* Guillermo O'Donnell {ed), 1993, op cit. halaman 57
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urusan dalarn negerinya sendirl secara demokratis. Kedua, orang-orang
Timor Timur masih takut pada setiap bentuk pemilihan, karena dimasa lalu
pemilihan umum serng menyebabkan kekerasan. Kekerasan pernah
terjadi diantara partai politik yang bersaing dalam pembentukan koloni
Fortugis sebelum invasi oleh Indonesia pada tahun 1975, Frustasi juga
membayangi masyarakat Timor Timur karena pemilihan umum pertama ini
menandal dua tahun jajak pendapat publik yang terjadi pada tanggal yang
sama tahun 1999 yang lalu. Dimana peristwa itu diakhiri dengan
kekerasan, pegrusakan dan pembunuhan secara besar-besaran cleh
pihak yang kalah dalam pemilihan. Tetapi kekhawatiran itu justru menjadi
kegembiraan ketika pemilihan umum itu berlangsung dengan aman dan
dalam situasi yang demokratis, yang ditandai dengan tidak adanya
insiden-insiden yang berarti. Hal ini dirasakan oleh rakyat karena
pemilihan umum ity benar-benar didasarkan pada kehendak dan
Keinginan masing-masing. Dalam arti forum pemilu kali ini benar-benar
membuat rakyat Timor Timur berhak secara bebas menentukan
pilihannya

Dengan adanya pemilihan umum tanggal 30 Agustus 2001 dan
14 Apnl 2002 tersebut, diharapkan rakyat Timor Timur mendapatkin
tempat dan perannya didalam pemerintahan. Dan tentu saja untuk Timor
Timur kelak yang sudah merdeka.

Dari gambaran diatas, maka pemilihan umum pertama sebagai
tahap akhir menuju kemerdekaan penuh di Timor Timur, merupakan
sebuah kasus menarik yang penang untuk dikaji lebih jauh. Minimal ada
beberapa alasan: 1) Timor Timur merrupakan negara paling baru abad ini;
2) Pemilihan umum yang demokratis merupakan hal baru bagi rakyat
Timor Timur yang merdeka, hal ini karena pengalaman bangsa ini selama
ratusan tahun; 3) Diakui atau tidak, prosesi yang dilalui selama masa
transisi sampai terlaksananya pemilihan umum untuk memilin anggota
parlemen dan presiden berjalan relatif lancar dan demokratis sesuai
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dengan rencana Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan bentuk-
pentuk pemilinan yang pemah terjadi sebeiumnya.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis tertarik untuk
mengangkat masalah tersebut diatas kedalam sebuah karya tulis dengan
judul

DEMOKRATISASI DI TIMOR TIMUR
{ Pemilihan Umum Pertama Menuju Kemerdekaan Penuh )

1.2  Ruang Lingkup Pembahasan
Dalam penulisan karya iimiah, sangat diperlukan ruang lingkup
pembanasan. Tujuannya agar pembahasan masalan berkembang kearah
sasaran yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang
ditentukan, ! '
Untuk mempermudah pembahasan, penulis membedakan
pembatasan ruang lingkup kedalam dua batasan yang meliputi batasan

waktu dan batasan materi,

1.2.1 Batasan Waktu

Batasan waktu adalah rentang waktu (durasi) terjadinya sebuah
perstiwa atau objek yang dianalisis. Sesuai dengan judul yang penulis
ajukan diatas, maka yang menjadi sorotan penting adalah masa transisi
Timor Timur menuu kemerdekaan penuh. Setelah melakukan jajak
pendapat publik yang mengakhiri wilayah ini dari propinsi ke-27 Indonesia
menjadi wilayah yang bebas. Tetapi penulis memfokuskan bahasan pada
rentang waktu terjadi pemilu sebagai fase akhir m=sa transisi. Rentang
wakiu itu terjadi baik pemilu parlemen pada 30 Agustus 2001 sampai
pemilu presiden 14 April 2002, dimana masa itu merupakan masa paling
penting bagi demokratisasi di Timor Timur,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.2.2 Batasan Materi

Batasan maten berfungsi untuk menunjukkan ruang
pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang dianalisis, yaitu cakupan
kawasan atau daerah studinya Dalam membatasi objek atau pokok
perscalan, Sutnsno Hadi mengatakar bahwa;

‘Sekali suatu pokok persoalan telah ditetapkan, maka langkah
berikutnya adalah membatasi luasnya dan membenkan formulasi-
formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyelidik
sendiri, penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan
bayi orang lain kepada siapa laporan research itu hendak disajikan
atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan
timbulnya  kerincuan  pengertian  dan  kekaburan  wilayah
persoalannya,™

Dari segi materi, penulis menitikberatian rembahasan pada
proses-proses yang dilalui pada masa transisi menuju kemerdekaan
penuh guna menuju tatanan sistem pemerintahan yang demokratis.
Penulis menekankan pada proses pemilu sebagai tahap akhir penting
galam proses peralihan kekuasaan menuju kemerdekaan penuh.

Bagaimana pemilu pertama itu berlangsung

1.3  Problematika

Pada hakekatnya, masalah adalah jiwa penelitian. Setiap
peneliian atau analisis terhadap suatu objek atau peristiwa, pada fitik
lertentu akan terbentur pada permasalahan yang menuntut jawaban.
Dengan diketemukannya permasalahan, maka penulis dapat melakukan
penelitan yang terarah serta mendorong peneliti untuk berfikir demi
mendapatkan pemecahannya, the Liang Gie mengemukakan pengertian
masalan sebagai berikut:

‘Masalah jalah kejadian atau keadaan vyang menimbulkan
pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas
dengan melinatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih

* Butrisne Hadi, 1997, Metodologi Research Yogyskaria, Andi Offset, halaman 8
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mendalam. Masalah yang berhubungan dengan iimuqlrr]u senantiasa
mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya "
Lebih jelasnya Suparmoko menjelaskan ciri-ciri masalah adalah sebagal

perikut

1. "Masalah penelitan harus mencerminkan ~e=butuhan yanag
dirasakan '
2. Masalah penelitian bukanlah sebuah hipotesis tetapi sebuah fakta
3. Masalah penelitian dapat menyarankan adanya hipotesis sehingga
harus dapat diuji .
4. Masalah penelitian harus relevan dan dapat dikuazai.™
Pada dasarnya kedua definisi tersebut mempunyai penafsiran
yang kira-kira sama yaitu bahwa problematika adalah sesuatu masalah
yang perlu dipecahkan. Dalam kasus pemilihan umum di Timor Timur ini
ada hal terpenting yang harus dicermati yaitu kenyataan bahwa pemilihan
umum sebagail tahap akhir dari transisi menuju kemerdekaan penuh
perjalan relatif lancar dan demokrats. Sehingga penulis mencoba
memformulasikan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana proses demokratisasi di Timor Timur?

1.4  herangka Dasar Pemikiran

Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas, untuk
menjelaskan proses demckratisasi di Timor Timur, mengapa pemilihan
umum pertama itu bisa berjalan dengan lancar dan demokratis. maka
penulis menggunakan konsep Demokrasi dan Demokratisasi.

Mohtar Mas'oed dan Plano masing-masing memberikan
batasan tentang definisi konsep sebagai berikut:

‘Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan
sesuatu gagasan. |a bukan sesuatu yang asing, kita menggunakannya
sehar-han untuk menyederhanakan kenyataan yang kompkeks

® The Liang Gie, 1882, llmu Politik, Yogyakarta, Gajah Mada University F ress. halaman
449

® Suparmoke, 1881, Metode Peneltian FPrakfis, Yogyakarta, Badan Penerbit Eakultas
Ekonami UGM, halaman 12
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dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya
yang relevan bagi kita."'

"Konsep adalah suatu gambaran atau gagasan jiwa yang dibentuk
atas dasar pengeneralisasian sifat-sifat kelompok benda Konsep
gdaiah suatu abstraksi yang melahirkan deskripsi. Oleh karena itu ia
pisa diterapkan pada hal-hal khusus dari suatu penggolongan yang
bersangkutan dengan konsep. "

ronsep dalam iimu-iimu sosial menunjuk pada sifat-sifat dari objek-objek
yang dipelajarinya. Konsep akan membantu memilah-milah kenyataan
yang berguna bagi kita. Oleh karena itu. konsep sangat penting dalam

menentukan bentuk dan isi teor]

1. Konsep Demokrasi

Sistem politik bersifat demokratis sejauh para pembuat
keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melatul
pemilinan umum yang adil, jujur dan berkala, dan didalam sistem itu para
calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua
penduduk dewasa berhak memberikan suara. Sedangkan suatu sistem
tidak demckratis apabila uptﬂsitﬁa_______kqu didalam pemilihan
umum, atau oposisi itu dikontrol atau dihalang-halangi dalam mencapai
apa yang dapat dilakukannya, serta dalam hasil pemungutan suara dalam
pemilihan dimanipulasi atau perhitungannya tidak benar

Laporan Internasional dari National Democratic Institute for
International Affairs di Senegal tahun 1991" mengemukakan bahwa:

..demokrasi dapat didefinisikan dalam pengertian yang sangat
formal: pemilu yang adil; pers bebas' dan banyak partai. Tetapi,
untuk menegakkan sistem pluralistik memerlukan lebih banyak
hal. . Sebuah lingkungan harus diciptakan untuk memahami nilai-nilai

" Mohtar Mas'oed, 1984, fimu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodolog, Jakarta,
LP3ES, halaman 94
iJacH C Plano (ed), 1982, Kamus Analisa Politik. Jakarts, Rajawali Perss, halaman 28
© Samuel P Huntington, 1997, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakara Grafiti
hataman 4-8

Guy S Goodwin-Gill, 1999, Pemilu Jurdil FPengalaman dan Standar Intemasional,
Lzeneva, kerjasama Public Interes! Research and Advocacy Centre (Pirac) dengan The
Asia Foundation, halaman 62-63
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oemokras| dan bertindak atas nama rakyat . Lingkungan semacam
itu tidak tiba-tiba muncul. Lingkungan ini merupakan Konsekuens|
tindakan orang-orang yang mMemegang posisi  kepemimpinan,
Femenntah dapat memainkan peran penting dalam merangsang
aktivitas. . melalul program kewarganegaraan yang tidak memihak
yang menggalakkan nilai-nilai demokrasi diantara penduduk dewasa
dan yang membentuk bagian sangat penting kurikulum pendidikan
umum  Parpol-parpol, organisasi sipil dan media mempunyal peran
penting dalam hal ini

Di Timor Timur, kemenangan partai Fretilin mengalahkan 15
partai politik lainnya serta kemenangan Xanana Gusmao sebagai presiden
yang sebelumnya justru sebelumnya tidak bergabung dalam salah partal
polotik, merupakan pilihan rakyat. Dapat dimengerti bahwa kemenangan
itu  didasarkan pada kegigihan partai pemenang itu dalam
memperjuangkan kemerdekaan, dan figur Xanana Gusmac sebagal
pemersatu bagi rakyat Timor Timur, Kebebasan partai politik untuk
memenangkan kursi parlemen kelihatannya terjamin. Walaupun terdapat
sejumiah kerusuhan, tetapi kerusuhan itu hanya insiden kecil yang tidak
mengganggu jalannya pemilihan, Partisipasi masyarakat dalam pemilihan
juga sangat besar,

Saat inl walaupun kekuasaan rakyat baru diberikan sebatas
pada hak memilih wakil-wakil partainya, namun nuansa sistem politik
Timar  Timur telah berubah kearah demokratisasi, baik dalam bentuk
sistern maupun kebiasaan tingkah laku. Demokrasi bukan sesuatu yang
bisa dipercleh dalam satu kall masa pemilu atau sepuluh atau dua puluh
tahun, namun bahkan ratusan tahun dengan sekian ratus pemilihan
umum. Perlu proses pembelajaran masyarakat dan perbaikan sistem
secara terus menerus sehingga tercipta suatu kondisi keseimbangan
amara perilaku politik dengan kelembagaan politik

Pada akhir dasawarsa 19¢0, kriteria pemilihan yang bebas dan
adil dari demokrasi itu menjadi semakin bermanfaat dengan semakin

FOr WA Masition, MA. Dk, 2000, Demokratisas) dan FProblematika Ctonam: Daarah
Bandung: Mandar Maju, halaman 47
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banyaknya pengamatan vyang dilakukan oleh kelompok-kelompok
internasional terhadap suatu pemilihan umum. Menjelang tahun 1990
ielah mencapai momentum dimana pemilu pertama pada sebuah neger
yang sedang melakukan demokratisasi baru dapat diterima umum
sebagal absah apabila pemilihan umum itu diamat| cleh satu atau lebih tim
pengamat Internasional yang cukup kompeten dan tidak berpihak, dan
para pengamat itu mengesahkan pemilihan umum itu sebagal memenuhi
standard kejujuran dan keadilan yang minimal.’”* Di Timor-timur,
pelaksanaan pemilinan umu'm dipantau ocleh 2.122 pengamat dan "-‘i'l
organisasi internasional.”” Besarnya angka ini menunjukkan besarnya
perhatian masyarakat intemnasional dalam keberhasilan pemilihan umum
tersebut.

Beberapa hal pokok tambahan perlu dikemukakan dalam
mendefinisikan demokrasi dikemukakian olsh Huntington'™ yaitu:

1 Definisi demokrasi berdasarkan pemilihan merupakan definisi
minimal. Bagi sebagian orang, demokrasi memiliki atau seharusnya
memiliki konotasi yang jauh lebih luas dan idealistis. Namun apabila
hal itu dilakukan, semua masalah yang menyertai definisi-definisi
demokrasi berdasarkan sumber atay tujuannya akan muncul
sehingga norma-norma yang kabur tidak menghasilkan analisis
yang bemanfaat.

2. Sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat tidak
dipilih melalui pemilihan, maka sistem itu tidak demockratis. Jadi
para pemimpim politik yang dipilih oleh masyarakat haruslah
menjalankan kekuasaan yang sesungguhnya, bukan sebagai kedok
bagl sebuah kelompok yang tidak dipilih secara demokratis untuk
menjalankan kekuasaan yang lebih besar.

;3 Huntington, 1997, ik, halaman 6-7
I" Fermilicdi Timor Timur Berlangsung Aman, harian Kampas, 13 April 2002
Huntington, 1987, Gp.ci#, halaman 8-11
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3. Mengenal kerapuhan atau stabilitas dari suatu sistem politik yang
demokratis, kita bisa memasukkan konsep stabiltas atau
institusionalisas Stabilitas merupakan suatu dimens: utama dalam
analisis terhadap sistem politk manapun. Sistem politik bisa |ebih
atau kurang demokratis dan lebih atau kurang stabil, Sistem-sistem
yang sama-sama demokratis boleh jadi sangat berbeda dalam
stabilitasnya.

4. Masalah tentang apakah drmokrasi dan nondemokrasi akan
diperlakukan sebagal sebuah variabel dikotomis atau variabel
kontinu. Pendekatan kontinu telah mengembangkan tolok ukur
demokrasi yang menggabungkan indikator keadilan dalam
pemilihan, pembatasan terhadap partai pilitik, kebebasan pers dan
kriteria lainnya.

N

Rezim-rezim nondemokratis tidak mengadakan kompetisi dalam
pemilu dan tidak memiliki tingkat partisipasi pemberian suara yang
uas. ’

Ada beberapa pengertian minimalis dari demokrasi yang
diambil dari konsep demokrasi Schumpeter'®, yaitu sebagai suatu sistem
untuk mencapal keputusan-keputusan politik dalam mana perorangan
mendapal kekuasaan menentukan melalui perjuangan kompetitif guna
memperoleh suara rakyat Para pakar politik memberi takanan pada
kompetisi memperoleh suara rakyat atau para pemilih dalam pemilu
sebagal inli dari demokrasi Pengertian demokrasi yang demikian itu
adalah pengertian minimalis dan disebut Demokrasi electoral atau juga
disebut demokrasi formal.

FPemaknaan demokrasi ala Schumpeterian yang minimalis
tetapl bersifat empirik, deskriptif, dan prosedural itu menjadi dasar
pendekatan empirik, yang kemudian mendominasi teorisasi demokrasi
kontemporer. Robert A, Dahl menyatakan bahwa rakyat harus diber:

“ Joseph A Schumpeter, Capifalism. Socialism and Democracy, dalam Teori-ieor

Folitik Dewasa In), 1896, Jakarta: Raja Grafinda Persada, halaman 9-10
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kesempatan yang lebih besar baik dalam kontestasi publik maupun
partisipasi '° Kesempatan itu dapat tercapai bila ditopang oleh delapan
jaminan kelembagaan: 1)kebebasan' membentuk dan bergabung dalam
organisasi, 2)kebebasan menyampaikan pendapat; 3jhak memilih dalam
pemilu; 4)hak untuk menduduk) jabatan publik; 5)hak para pemimpin untuk
bersaing dan memperoleh dukungan dan suara rakyat, B)tersedianya
sumber-sumber informasi alternatif, 7)terselenggaranya pemilihan umum
yang bebas dan jujur, dan 8)adanya lembaga-lembaga yang menjamin
agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan pada
cara-cara penyampaian preferensi yang lain '’

Karya lain dari Larry Diamond, Juan Linz dan Lipset
menyederhanakan delapan kriteria Dahlian menjadi tiga kriteria untuk
menandal sistem politik yang demokratis, yaitu:  1)kompetisi yang
sunggun-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok
organisasi untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang
bunya <ekuasaan efektif pada jangka waktu yang teratur dan tidak
menggunakan daya paksa; 2)partisipasi politik yang melibatkan sebanyak
mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan lewat
pemilinan umum yang diselenggarakan secara teratur dan adil, sehingga
tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) tanpa kecuali;
3jtingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara,
kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam
orgamsasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan
partisipasi politik '®

Jauh lebih luas dari demokrasi electoral adalah Demokrasi
liberal (demokrasi maksimalis atau demokrasi negara-negara

" Robert A Dahl. Polyarchy: Participation and oposition. 1971, New haven Yale

University Press

" ibid.. halaman 2-3

" Larry Diamond, Juan Linz dan Seymotur Martin Lipset {eds), Democracy in Develoging
Countries. Vol 2 Africa (Boulder, Colarade Lynne Rignner, 1985), halaman xvi
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industrialis maju barat). Selain pemilihan umum yang teratur secara
berkala dan luber, ia juga menghendaki:

1. Adanya reserved domain bag militer atau kekuatan sosial pohtik
lainnya yang tidak accountable kepada para pemilih (rakyat) balk
secara langsung maupun tidak langsung.

2 la mempunyai pertanggungjawaban vertikal yakni dari pemegang
kekuasaan kepada pemberi kekuasaan/rakyat (melalui pemilu yang
luber dan jurdil) dan pertanggungjawabab horisontal, yaitu antara
pemegang kekuasaan satu sama lainnya sehingga tercipta sistern
cnecks anc balances (misalnya antara legislatif dan eksekutif)

3. la memuat ketentuan-ketentuan tentang pluralisme civic (sipil) dan
politik serta kebebasan perorangan dan kelompok,

Secara lebih lengkap ciri-ciri demokrasi liberal® adalah:

| Kekuasaan berada pada pejabat-pejabat yang dipilin

2. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstitusi dan bertanggung
jawab kepada |lembaga-lembaga lainnya

3 Hasil pemilu harus tidak direkayasa sebelumnya, pihak oposisi
harus memperoleh kesempatan untuk menang serta ada
kemungkinan pergantian partai yang memerintah, tidak ada
ketentuan konstitusi yang mengebin hak untuk membentuk partai
dan ikut dalam pemilu

4. Kelompok kultural, etnik, agama dan minoritas tidak boleh dilarang
untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya dalam proses
politik

5. Rakyat bebas membentuk atau menjadi berbagai macam kelbmpok
dan gerakan yang otonom, selain melalui partai dan pemilu

6. Terdapat sumber-sumber alternatif informasi, termasuk media pers
yang bebas

“ Larry Diamand, “Is The Third Wave Over?’, Journal of Democracy, July 1996, halaman
23-24
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~

Perorangan mempunyai kebebasan substansial mengenai

kepercayaan, pendapal, berdiskusi, berbicara, pubiikasi,

berdemaonstrasi dan menyampaikan petisi

8. Semua warganegara adalah sama dalam Undang-undang,
kebebasan ini dilindung secara efektif oleh kehakiman yang bebas
dan tidak berpihak serta keputusannya dihormati oleh semua
kekuasaan lainnya

9. Melindungi warga negara dari penahanan yang tidak sah dan tidak
beralasan, pengasingan, teror, penyiksaan dan campur tanoan
yang tidak semestinya dalam kehidupan pribadinya (privacy) tidak
saja oleh negara melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan
terorganisir anti pemerintah. ,

Selain dua bentuk demnokrasi diatas terdapat pula bentuk ketiga
yaitu Demokrasi Pseudo (gabungan). Dalam demokrasi ini secara legal
masih diijinkan partai oposisi, tetapi persyaratan krucial tidax ada, yaitu
peluang yang fair dalam kompetisi yang memungkinkan kalahnya partai
yang berkuasa (memerintah)

Timor Timur sendiri masih dalam tahap awal menuju negara
yang demokrasi, pernilihan umum yang terjadi di Timor Timur dengan
melibatkan sebagian besar warga negara dan memberikan ruang
partisipasi yang lebih besar, adalah pemilihan umum yang pertama kall
lenadi. Maka untuk melihat dan menjelaskan demokrasi di wilayah ini
paling sesuai adalah menggunakan pengertian yang minimalis,

4, konsep demokratisasi

Demokratisasi merupakan proses perubahan dari rezim
nondemokratis menjadi demokratis Dalam proses ini, rezim oforitarian
yang membangun sistem politik yang hegemonik tertutup, yang tidak
memberi ruang partisipasi memadai bagi warga negara dalam proses
politik yang berfangsung, mulai bergeser kearah pembentukan sistemn
politik yang lebih terbuka, lebih demokratis. Tujuan akhir dari proses
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menjadl demokratis int adalah terbentuknya suatu tatanan kehidupan
politik dimana:
1. Warga negara secara bebas dan berkala memilih orang-orang yang
mereka nilal layak dipercaya untuk memerintah
2 Orang yang memerintah dapat dipercaya dalam bertanggung jawab
langsung kepada orang yang diperintah
3 Ada mekanisme politik yang memungkinkan warga negara dapat
mengontrel sejauh mana kepentingan mereka dapat dilaksanakan
oleh mereka yang memerintan
4 Ada kesejajaran tawar-menawar politik antara warga negara
dengan orang yang memerintah, sebagai jaminan terciptanya
hubungan yang bersifat konsultatif

Fada dasarmya demokratisasi berbeda dengan demokrasi.
Seperti telah disebut sebelumnya, demokratisasi adalah jalan atau proses
perubahan dan rezim non demokratis menjadi rezim demokratis. Jika
mengikuti kajian Dahl, demokratisasi berarti proses perubahan rezim
otontanan (hegemoni terutup) yang tidak memberi kesempatan pada
partisipasi dan liberalisasi menuju poliarkhi yang didalamnya memberikan
derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi yang tinggi.”’

Dalam proses demokratisasi terdapat beberapa proses atau
tahapan. Pertama, liberalisasi adalah proses pengefektifan hak-hak politik
yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan
sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara atau pihak
ketiga Tahapan lain dar libe alisasi adalah transisi. Transisi bisa
didefinisikan sebagai titik awal atau Iselamg waktu antara rezim otoritarian
dengan rezim demokratis. Transisi itu dimulai dari keruntuhan rezim
otoritarian lama yang kemudian diikuti oleh atau berakhir dengan
(instalasi) lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru dibawah
payung demokrasi. Setelah transisi, apapun hasilnya, akan diikuti dengan

' Riswandha lmawan dalam Agus Widjoyo (dkk), 1999, Indonesia dalam Transisi Menuju
Demokrasl, Jakarta, Lembaga Siudi Agama dan Filsafat (LSAF), halaman 56

J
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xonsolidasi. Jika transisi hanya menghasitkan otoritarianisme baru, maka
konsolidasi yang terjadi adalah pemantapan r2zim baru itu, Sebaliknya,
Ika yang dihasilkan transisi adalah instalasi demokrasi maka rezim
demokratis yang baru dilembagakan dan dikonsalidasikan

Sebagai lawan dari bangun polik yang otoritarian,
demokratisasi memerlukan salah satunya adalah keberanian warga
negara untuk aktf daiam proses politik, Tanpa keberanian warga negara
untuk menuntut hak-hak politik mereka, maka proses demokratisasi akan
kembali ketitik awal. Tanpa keberanian dari warga negara untuk menuntut,
mengganggu rezim untuk segera menyerahkannya. Sangat mungkin
dibaca bahwa warga negara memang tidak membutuhkannya.

Jadi prineip terpenting ciamokrasi adalah kewarganegaraan
(cilizensihip). ini mencakup hak untuk mendapat periakuan yang sama
dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama,
dan kewajiban pihak yang berwenang untuk melaksanakan pilihan
tersebut untuk bertanggung jawab pada dan membuka akses terhadap
seluruh rakyat. Sebaliknya prinsip ini juga membebankan kewajiban pada
rakyat, untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang dibuat bersama
secara sengaja, dan hak penguasa untuk tda¥ bertindak dengan
kewenangan, untuk mendorong eferlqtiﬁtas pilihan-pilihan ini, serta untuk

melindungli negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.

1.5 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan yang mungkin benar, mungkin
juga salah, Dia akan ditolak jika salah dan akan diterima jika fakta-fakta
membenarkannya, tergantung kepada hasil-hasil penyelidikan fakta-fakta
yang dikumpulkan ™ Dengan pengertian tersebut dan dengan melihat

"_' Robert Dahl (1871), op.cit

“ Sutore Eko Yunanto Transis) Menuju Demeokrasi Dalam Rezim Neopatrimonial oi
donesia. Proposal Peneliian Program Studi limu  Politik, Frogram Pascasarjana
Jniversitas Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 15-16

“ Sutnsno Hadi, 1897 op.ci., halaman 63
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oejala-gejala dan kondisi-kondisi objektif di Timor-timur yang terus
mengalami perkembangan, maka penulis mengajukan hipotesa sebagai
benkut:

Proses demokratisasi yang terjadi di Timor Timur berada pada tahap
instalasi yaitu pengesahan leml.aga-lembaga politik dan aturan-
aturan politik baru dibawah payung demokrasi.

1.6  Metode Penelitian

Dalam penelitian karya iimiah, metode merupakan salah satu
syarat untuk melakukan penelitian. Dengan diterapkannya metode, akan
bermanfaat dalam mendapatkan kerangka berpikir dan data-data yang
dibutuhkan, dengan tujuan agar karya tulis menjaci ilmiab sistematis dan
kronologis. Pengertian metode yang diberikan oleh The Liang Gie sebagal
berikut,

‘Metode ialah cara atau langkah yang berulang-ulang kembali
sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang sesuatu
gejala Pada pangkalnya ini merupakan langkah untuk mengumpulkan
data-data sedangkan pada ujungnya merupakan langkah-langkah
untuk memeriksa kebenaran-kebenaran dari pemyataan yang dibuat
mengenai gejala itu "

Dari pengertian tersebut diatas ada dua langkah yang harus
ditempuh dalam kegiatan penelitian yaitu mengumpulkan data dan

selanjutnya menganalisis data tersebut

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Analisa yang diterapkan dalam penulisan ini didapatkan melelui
studl kepustakaan dengan menggunakan literatur yang memuat data dan
informasi yang diperiukan, Dengan demikian, data yang berhasil penulis
kumpulkan bersifat tidak langsung (data sekunder). Namun penulis
berusaha untuk mengumpulkan data dari sumber aslinya. Pengumpulan
data ini penulis lakukan dibeberapa tempat antara lain -

' The Liang Gie, 1982. op.cit,, halaman 103
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1.6.2 Metode Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalan
secara kualitatif karena data-data yang dikumpulkan tidak bisa diukur
secara langsung. Sedangkan metode berpikir menggunakan apayang
disebut dengan metode deduktif (deductive thinking) yang oleh Sutrisno
Hadi dirumuskan sebagai berikut:

‘Dengan deduksi kita berangkat dari pengetahuan yang sifatnya
umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak
manilal suatu kejadian yang khusus."=*

Pengertian dar demokrasi bisa luas dan kompleks. Walaupun
demikian, seperti disebutkan oleh Calderon dimuka bahwa esensi dari
demokrasi salah satunye adalah pemilihan umum yang jujur dan adi
walaupun ity bukaniah makna keseluruhan dari demokrasi itu sendiri
Permilihan umum di Timor Timur merupakan salah satu bukti bahwa
demokrasi dalam pengertian minimal ini sudah bernalan Dalam kasus
pemilinan umum di Timor Timur, proses demokratisasi walaupun masih
dalam tahap awal sudah berjalan Bagaimanapun proses demokratisasi
dimasa yarig akan datang membutuhkan waktu yang lama.

1.7  Pendekatan

Pendekatan diperlukan agar pembahasan dapat terfokus pada
permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan
yang telah ditetapkan. Pendekatan merupakan cara untuk menghampiri

** Sutrisnc Hadi, 1957, ap.cit.. halaman 42
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darn segi tertentu terhadap suatu masalah sehingga memungkinkan orang
untuk menyelidiki, memahami dan memecahkan permasalahan *°

Sebagal usaha untuk melakukan pendekatan terhadap suatu
permasalahan yang diajukan, maka penulis menggunakan pendekatan
sejarah politik. Politik dan sejarah memiliki kaitan yang sangat erat dan
saling mempengaruhi. Penstiwa-penstiwa politik seringkali dipengaruhi
oleh proyeksi sejarah, Proses demokratisasi di Timor Timur selalu terkait
dengan sejarah politik di Timor Timur sendiri.

* R Suprapto, 1997, Hubungan Interasional Sistem, Interaksi dan Perilaky, Jakarta,
Rajawali Ferss, halaman 48
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GAMBARAN UMUM
DAN SEJARAH POLITIK DI TIMOR TIMUR '

2.1 Timor Timur Sebuah Pengantar |

Timor Timur merupakan sebuah wilayah kecil antara Indonesia
dan Australia, yanpg tentu saja juga termasuk kedalam kawasan Asia
Tenggara Saat ini. wilayah ini menjadi wilayah yang merdeka, setelah
beratus-ratus tahun menjadi wilayah jajahan. Keadaan perekonormian dan
politk yang masih rendah disebabkan oleh tekanan yang diderita selama
beratus-ratus tahun Berikut ini adalah gambaran umum tentang Timor
Timur

21.1 Kondisi Geografis

Timor Timur terletak di paruh belahan tmur Pulau Timor,
membujur dan arah baratdaya ke timurlaut antara 8 sampai 10 derajad
lintang selatan serta antara 123 hingga 127 derajad bujur timur Disebelah
utara dan timutlawt, Timor umur berbatasan dendan propins: Maluku di
Selat Wetar Sedangkan disebelah selatan dan tenggara, Timor timur
dibatasi oleh Laut Timor yang bersambungan dengan Samudera
Indonesia yang membentang jauh sampal ke Australia Bagian barat
Pulau Timor termasuk kedalam wi'ayah Indonesia. Bagian ini dibatasi oleh
satu-satunya batas varat disisi bamlﬁaya yang secara teretonal termasuk
kedalam yunsdiks: Propinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu propinsi
yang tetap menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Wilayah Timor timur
juga mencakup dua pulau kecil yaitu Pulau Jako diujung Timur dan Pulau
Atauro disebelah utara Dili, serta sebuah wilayah kecil yaitu Oecusse yang
terietak di Timor barat |bukota Timor Timur terletak di Dili dengan total
luas area adalah 14 874 km2 atau sekitar 9.000 mi2.

Sebagian besar wilayah Timor Timur meiug=han daerah yang
tidak datar dan kering, dengan pegur;ungan mencapai ketinggian 2.863 m

19
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atau sekitar 9.721 kaki, yaitu Gunung Tata Mailau di Piateau Tengah, dan
Gunung Ramalau merupakan pegunungan penting lain. Dataran tinggi
dipenuhi dengan kayu cendana dan tanaman tropis lain. Sedangkan
dataran rendah sebagian besar ditumbuhi semak dan tanah berumput
dengan pohon kelapa dan pehon eucalyptus Timor Timur merupakan
wiiayah yang beriklim tropis dengan tekanan udara rata-rata 80OF (25C)

2.1.2 Kondisi Penduduk, Ekonomi dan Budaya

Jumilah penduduk Timor Timur saat ini seklitar 800 000 orang,
dan hampir seimbany jumizhnya antara laki-laki dan perempuan. Rata-
rata harapan hidup laki-laki adalah 55 tahun sedangkan perempuan
adalah 58 tahun. Penduduknya juga mencakup sebagian kecil masyarakat
yang bukan merupakan etnik Timor timur, vaitu 2% Tionghoa, dan 20%
Indonesia, Mereka adalah pedagang-pedagang Cina dan orang-orang
Indonesia yang menikah dengan orang Timor Timur, Walaupun mayoritas
penduduknya adalah Katolik, namun kelompok minoritas seperti Budha
dan Muslim juga masih ada. Mayoritas dari mereka (katolik) disatukan
oleh aspek kepercayaan tradisional utamanya yaitu animisme.

Perekonomian utamanya adalah berasal dari pertanian,
lerutama tergantung lahan kering seperti kKopl, jagung, tembakau, kopra
dan berbagai ubi-ubian. Sumber ekonomi penting lainnya adalah kayu
cendana dan mutiara. Akhir-akhir ini ada rencana untuk membangun
wisata dan juga perusahaan minyak Australia dan Amerika yang
bekerjasama dalam eksploitasi minyak dilaut antara Timor dan Australia.
Beberapa negara donor juga berjanji bahwa pada dekade yang akan
datang akan mendukung proyek-proyek pembangunan di Timer Timur

Penduduk Timor Timur merupakan penduduk yang bervariasi
dengan sejumlah kebudayaan yang berbeda. Penduduk ini juga memiliki
kelompok-kelompok bahasa, yang dalam sejarahnya, Pulau Timer Timur
Ini iebih terbagi-bagi secara bahasa daripada penduduk bagian barat. Ada
12 kelompok etnis di Timor Timur Yyang masing-masing mempunya
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bahasanya sendiri. Bahasa etnik dapat dibagi menjadi dua besar bahasa
sehari-han. Pertama, Bahasa Aus‘mpesian (Tetum) digunakan oleh suku
Tetum, Mambai, Tokodede, Kemak, Galoli, Idate, Waima'a dan Nausti
Kedua bahasa Papua termasuk didalamnya trans-New Guinea digunakan
oleh suku Bunak, Makasate dan Futuluku Sebagian besar penduduk.
yaitu 89%, menggunakan bahasa Tetum. Sejarah prekolonial dan kolonial
selalu ditandai oleh perseteruan dan suka perang

2.2 Sejarah Politik di Timor timur

Sejarah politik di Timor Tirnur setua keberadaan Timor Timur itu
sendiri. Timor Timur memiliki sejarah yang sangat kompleks dan masalah-
masalah yang terus mengalir serta isu-isu yang hanya bisa dimengerti
dalam sebuah studi yang dipelajari dengan seksama. Fakta-fakta telah
menunjukkan bahwa sejarah Timor Timur mula) dari empat setengah abad
kolonialisme Portugis hingga hampir dua setengah dekade pendudukan
Indonesia, merupakan sejarah vang ditandai dengan penderitaan,
penindasan dan kekerasan yang tidak pernah berhenti. Pada masa itu
pula Timor Timur selalu mengalami intervens asing. Timor Timur tidak
pemah bisa melaksanakan pemenntahan atau kontrol terhadap urusan
dalam negennya sendiri

2.21 Masa Kolonialisme Portugis
a. Masuknya Portugis dan Pemberontakan Di Timor Timur

Pulau Timor mulai dikenal Portugis tahun 1511, pemukiman
letap pertama dibangun di Pulau Solor, Nusa Tenggara pada tahun 1588
tetapi dalam persaingan sesama pedagang Eropa, Belanda bernasil
mengusir Portugis dari Solor pada tahun 1613 sejak saat itu, wilayah ini
menjadi wileyah perebutan kekuasaan antara Belanda dan Portugis. Pada
pertengahan abad ke-18, Belanda berhasil menegakkan kekuasaannya
yang kokoh dibagian barat Pulau Timor. Ketika usaha-usaha penaklukan
dilakukan, dua kekuatan secara tidak resmi muncul, bagian barat
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merupakan pengaruh Belanda dan bagian Timur merupakan pengaruh
Portugis. Sampal akhirnya terjadi kesepakatan yang membagl Pulau
Timor hampir sama antara Belanda di barat da2n Portugis di Timur
Pembagian ini pertama kal diatur 'dalam perjanjian Belanda-Portugal
tahun 1859. penetapan terakhir mengenai perbatasan ditentukan dalam
konvensi Den Haag tahun 1904 dan diratifikasi tahun 1917 Wilayah
kekuasaan Portugis ini selanjutnya disebut Timor Portugis

Timor Timur merupakan salah satu wilayah di Asia Tenggara
vang paling terpencil dan terbelakang. Portugal sendin adalah negara
miskin, yang mengalami penurunan dalam perekonomiannya. Setiap
penguasa yang berkuasa atas wilayah yang terbelakang menghadapi

persoalan awal bagaimana menggerakkan tenaga kerja yang cukup untuk
menghasilkan surplus yang bisa dialirkan kesektor-sektor lain yang bukan
pertanian kebutuhan sediri Portugis menggunakan satu-satunya cara
yang mereka miliki, yaitu menngunakan tenaga kerja paksa untuk
menghasilkan akumulasi primitif di koloninya, Dengan adanya penguasa
baru, yakni Portugis, rakyat Timor Timur dibeban berbagal macam
tekanan dan paksaan. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerna paksa
selain tu jaga harus mengumpulkan makanan dan membayar pajak
sendiri. Perekonomian Timor Timur mengalami intervensi Portugis secara
besar-besaran.

Sebagal langkah mengokohkan kekuasaannya, Portugis
melakukan berbagali cara pemukiman, penetrasi perdagangan dan
akhimya penaklukan suatu daerah

Untuk menguasal jalur-jalur dagang rempah-rempahl dan
daerah asal di Asia sampal pelabuhan Lisboa, dibentuk daerah
administratif militer yang dinamakan "estado da India” yaitu suatu konsep
menutup jalur-jalur perdagangan yang dikuasainya bag musuh dan
saingannya. Estado da India ini mencakup seluruh wilayah antara Tanjung
Harapan, Pantai Atimur Afrika - India — Asia Tenggara, Macao/Jepang ~
Maluku - Timor yang berlangsung sampai 1825
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FPortugis saat itu sedang berkonsentras: di Benua Afrka dan
Amerika Selatan serta di Asia yaitu Macao, Makasar dan Timor. Usaha
periuasan oleh Portugis di tentang kerajaan-kerajaan pribumi. Usaha
perlawanan tetap berlangsung, dan abad 16 sampai tahun 1910an.
Sehingga Portugis melakukan Gerakan Pasifikasi yaitu suaty gerakan
untuk menaklukan wilayah pribumi

Orang Timor Timur tidak puas dengan pemimpin kolonial
Fortugis, Ketidakpuasan ini menimbulkan sejumiah pemberontakan yang
bisa dicatat. Perlawanan rakyat Oecusse pada tahun 1765 terjadi ketika
rakyal dipaksa untuk bekerja berat membangun benteng di Lifau.
Perlawanan oleh raja Luka tahun 1779 disebabkan karena kebebasan
yang semula dimiliki oleh raja-raja berangsur-angsur hilang. Orang-orang
Portugis tidak saja berdagang tetapi menjadi penguasa Timor timur. 'Pada
hari-hari  berikutnya, perlawanan kerajaan-kerajaan pribumi  tetap
berlangsung. Gubermur Calestine da Silva (1894-1804) berusaha
menumpas perlawanan itu dengan kejam, sehingga tenadi perlawanan
Manufahi.

Dari perlawanan-perlawanan yang pernah terjadi,
pemberontakan terjadi pada awal abad 20, yaitu pemberontakan oleh
besar-besaran pada tahun 1910 seorann-1912. dipimpin liurai’, yang
bersekutu dengan liurai lain berpusat di Manufahi dan memakan banyak
korban

b. Masa Pemerintahan Portugis di Timor Timur
Berbagai cara dan pemerintah kolonial Portugis telah
diterapkan didaerah jajahan di Solor, Flores, Timor. Pada mulanya

Livral merupakan perselutuan antar suco {gabungan dar 6-10 desa) yang membentuk
kerajaan. berkuasa atas wilayah yang luas dan jabatan ini turun temurun, linat Helen
Mary Hill, Gerakan Pembebasan Timor Lorosae, {Kerfasama Sahe Institute for Liberation
dan Yayasan HAK DILI, Dili 2000), hal 2 setelah pemberontakan besar pada tahun
1910-1912 yang dipimpin oleh seorang liurai yang bersekutu dengan hurai yang lain,
kedudukan liural dihancurkan dan kerajaannya dipecah menjadi satuan kecil-kecil yang
mudah dikendalikan, Sedangkan liurai bary bukanlah pewarns liurai sebelumnya tetapi
diangkat dari para pemimpin yang setia pada Portugis. hal 57
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ditetapkan seorang kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh kepala ordo
Domenikan di Malaka. Kemudian ditempatkan seorang kapitan yang
langsung ditunjuk dan Goa 1698, ditentukan seorang Gubernur (Capito-
Mor} sendiri untuk daerah Timor. Tetap: tidak berlangsung lama karena
daerah itu jatuh ketangan Raja Muda Goa, sampai tahun 17689 setetlah s
Timor berada diwilayah administratif Macao sampal 1896, dan kemudian
mendapat status koloni tersendin, diperintah cleh seorang gubemur tahun
1926 '

Pemerintahan sipil Portugis di Timor Timur dimulai dengan
pengangkatan Antonio Goelho Guerreiro tahun 1698 wilayah ini
dipisahkan dari Goa dan menjadi propinsi tersendirl dibawah Macao
Guerrelrclah yang pertama kali mulai menerapkan susunan pemerintahan
Portugis di Timor timur. Pemerintahan di seberang lautan bersifat semi
militer Ketika pertama kali menjabat di Timor Timur, ia telah memberikan
kepada  lurai-iurai  pangkat  militer lengkap dengan  surat
pengangkatannya

Liurai-iural mendapat pangkat kolonel, datuk-datuk menjadi
mayor dan kaptan Walaupun liurai-iurai masih tetap dipilif sesuai
dengan kelentuan adat, tetapi sejak 1702 pengangkatan dan upacara
peneguhan dilakukan oleh gubernur dengan disertal surat pengangkatin
resmi. Dengan jalan ini tercapal kepatuhan pada pemerintah Portugis.

Stetus koleni diubah menjadi propinsi (daerah seberang lautan
yang setaraf dan sejajar dengan daerah atau propinsi lain di Portugis
tahun 1967 dalam tahun 1871 propinsi Timor mendapat hak otonomi
yang lebih luas, sedangkan tahun 1974, saat setelah terjadi Revolusi
Bunga di Portugis, dimana daerah di seberang lautan akan diberikan
kemerdekaan (hak dekolonisasi), seperti yang termuat dalam Undang-
undang Dasar yang dibentuk setelah revolusi itu
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c. Dekolonisasi dan Demokrasi

Masa sesudah perang dunia, sesudah tahun 1945, merupakan
masa dekolonisasi Pandangan umum internasional terutama di majelis
umum FPBB berbeda tentang kolonisasi, bahwa peran negara kolonial
adalah membimbing rakyat jajahannya memperoleh kemerdekaannya
segera. Tetapi tekanan intemasional tersebut tidak memberikan pengaruh
pada Portugal Portugal menolak untuk melaporkan wilayah-wilayahnya
tahun 1956 di Majelis Umum PBB. Penolakan itu menyebabkan
muncuinya usaha-usaha oleh PBB sampai akhimya diambil sikap keras
oleh komite 24 PBB *

Bagl Portugis, penentuan nasib sendiri berarti rakyat berhak
berpartisipasi dalam struktur politk dan pemenntahan tertentu. Portugis
lidak menganggap rakyat dikoloni bebas memilih status politiknya sendiri,
termasuk kemerdekaan, dan kegiatan diplomatik mereka diarahkan untuk
mencegah diperolehnya hak ini. Semua kegiatan yang bersifat politik
dilarang karena bisa membahayakan pemerintahan Portugal

Kntik Internasional  justru membuat Portugal semakin
memperkuat genggamannya atas koloni-koloninya. Salah satu sumber
pembenaran ideologis untuk upaya kolonial Portugis adalah teon tentang
Luso Tropicalismo™ (Portugal Tropis). Digunakan secara besar-besaran
untuk mempromosikan bahwa keselarasan rasial dan integrasi etnik itu
merupakan cin khas koloni Portugis

Walaupun pada tahun 1972 di Portugal terjadi perubahan
konstitusi tentang peraturan baru yang dimaksudkan untuk memberikan
otonomi  yang besar kepada wilayah-wilayah koloninya, tanpa

Komite khusus yang beranggotakan 24 orang untuk penerapan dekiaras: dan membuat
rekomendasi mengena. pelaksansannya Pada sidang pertama lahun 1962 memutuskan
untuk manginstruksikan kepada sekjen untuk mengumpulkan dan menyampaikan kecads
komite lentang informasi yang tersedia, termasuk informasi mengenai persoaian politik.
diwllayah -wilayah tanpa pemarintahan sendiri, dan juga menerima dan mendengar
petisi

Teart ini dikemukakan oleh orang Brasil bemama Gilberto Freyre Menurut teon ini.
bangsa Portugis secara unik punya tugas ‘membudayakan® ras-ras pribumi karena
Portugis tidak punya prasangka sosial. Doktrin ini juga menyatakan bahwa Portugss itu
lebih tingg! darpada bangsa Eropa lannva Ibid hal 33
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mengganggu kesatuan bangsa, tetapi Timor Timur tidak mendapat
perhatian dalam peraturan tersebut. Angola dan Mozambigue misalnya.
dinyatakan sebagai "negara’ dan badan legislatiinya diberi kekuasaan
yang tertentu yang kecil Sedangkan di Timor Timur, kekuasaan
sepenuhnya berada ditangar gubernur yang diangkat dari Lisboa.
Dinegaranya sendir, Portugal menderita akibat dua
kediktatoran yang akhimya terjadi revolusi. Selama lima puluh tahun
Portugal berada dibawah dua diktator Antonio de Oliveira Salazar (1926-
1968) dan diktator Marcello Caetano (1968-1974) Selama Perang Dunia
Kedua, energi Portugal habis uituk mengeksploitasi kekayaan 5
kolononya di Afrka Pada tahun 1974, angkatan perang Portugal yang
kalah oleh peperangan berkepanjangan yang tidak dapat
dimenangkannya di Afrika. melancarkan “Revolusi Anyelir’ yang
mengakhin kediktatoran sipil dan menuju kebijakan dekolonisasi Revolusi
N menyetabkan tergulingnya Rezim Caetano pada 25 April 1974 dan
digantikan cleh pemenntahan baru dibawah pimpinan Jenderal Antonio de
Spinola. Kudeta tersebut menghasilkan dua pregram nlitik yaitu politik
demokratisasi dan politik dekolorisasi. Gagasan demokratisasi lahir
sebagai reaksi terhadap sifat-sifat rezim lama yang otoriter dan fasisme.
sedangkan gagasan dekolonisasi lahir sebagai pantulan kenyataan
getirnya perang melawan para gerilyawan nasionalis kolono-koloni Afrika

Pemernntahan baru ini membuka era baru bagi koloni-koloni Portugal
termasuk Timor Timur. Pemerintahan baru ini juga berjanji untuk
mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak-hak demokrasi sesuai dengan
asas-asas demokrasi. Karena tuntutan internasional, Portugal berusaha
melakukan dekolonisasi di Timor Timur dengan memperkenalkan
demokra’i dengan cara memberi kebebasan bagi rakyat Timer Timur
untuk membentuk partai politk dan memperjuangkan gagasan-gagasan

' Sejarat Timor timur sejak tahun 1974, ditemukan di

hittp fhwww. solidamor orglcontent/sejarah him, diakses tanggal 8 April 2002
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mereka. Selain itu, rakyat Timor Timur juga diberi kesempatan
menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum yang rencanya
akan dilaksanakan pada Maret 1975, dengan demikian, pintu bendungan
peredam aspirasi rakyat Timor Timur seolah-olah terbentang lebar
sehingna rakyat Timor timur segera memanfaatkan keuveugasan itu dengan
mendirikan tiga partai politik, Uniao ‘Democratica Timorense (LIDT) |ahir
pada tanggal 11 Mel 1874 yang pada awalnya bertujuan mempercleh
otonomi yang lebih luas dibawah naungan Portugis tapi selanjutnya UDT
justru menginginkan kemerdekaan secara progresif dibawah naungan
Portugis. Partal kedua yang muncul adalah Assosiacac Social
Democratica Timorense (ASDT) yang kemudian berubah nama menjadi
Frente Revolusionaria de Timor Leste (FRETILIN) yang didirikan pada
tanggal 20 Mei 1974 Fretilin bertujuan mendirikan negara Timor Portugis
merdeka berdasarkan ajaran komunis dan memperjuangkan kemerdekaan
penun bagi Timor timur. Partal ini paling radikal dan berkecenderungan kiri
diantara tiga partai yang ada. Paral ketiga yang muncul adalah
Assosiacao Integracao de Timor — Indonesia (AITI), karena nama tersebut
dianggap terlalu terang-terangan menunjukkan ambisi teretorial Indonesia
maka diganti menjadi Assosiacac Popular Democratica Timor (APODET))
pada tanggal 27 Mei 1974. Partai ketiga ini dengan tegas menyatakan
tujuannya bergabung dengan Indonesia sesuai dengan ‘tatacara
internasional. Sebagian mengatakan bahwa partai ini merupakan
rekayasa pemerintah Indonesia,

Muncul juga partai lain yang kurang populer vaitu KOTA
daTRABALISTA. Klibur Oan Timer Asuawin (KOTA) adalah partal yang
bertujuan menghayati dan mengamalkan adat-adat tradisional rakyat
Timor Timur. Partai ini menyatakan kemerdekaan nyang ingin cicapal
adalah sesual dengan ketentuan-ketentuan persyaratan status geografik
yang dekat dengan Timor Timur dan didirikan pada tangoal 9 November
1874 Partai yang ke-5 adalah TRABALISTA (Partai Buruh) lahir 5
September 1974, Partai ini bertujuan membela hak-hak asasi manusia
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terutama bagi  petani dan pegawai. Dalam memperjuangkan
kemerdekaan, TRABALISTA akan membela salah satu dari ketiga partai
yang akan menjadi pemenang.

Menurut J. Knstiadi, berdirinya partai-partai ini justru merugikan
rakyal T'mor Timur karena rakyat masih buta huruf dan rendah tingkat
pendidikannya sehingga tidak dapat memanfaatkan partai-partai tersebut.
Sebagal masyarakat yang masih tradisional, raja menjadi panutan
sekaligus pimpinan. Kehadiran partai-partai hanya dimanfaatkan oleh
tokon-tokoh masyarakat bag kepentingan-kepentingannya, Dengan
demikian aspiras| rakyat banyak yang tidak dapat tersalurkan melalui
institusi-institusi modern tersebut. Dengan latar belakang tersebut kiranya
pemahaman mengenal kepartaian di Timor Timur dapat ditempatkan
dalam proporsi yang lebih wajar.®

d. Pertikaian Antar Partai Politik dan Implikasinya

Dalam memperebutkan kekuasaan di Dili setelah Portugis tidak
dapat lagi menjalankan pemerintahan, partai UDT dan Fretilin melakukan
cara-cara kekerasan dan saling mengatakan diri mereka sebagai
penguasa yang berkuasa di wilayah Timor Timur. Tetapi karena
persamaan kepenlingan, sebagai langkah selanjutnya kedua pariai ini
bergabung dan membentuk koalisi pada tanggal 20 Januari 1975 Dalam
perkembangannya, ketiga partai politik tersebut mengalam pertentangan
yailu antara UDT dan APODETI dengan Fretilin. Fretilin dianggap banyak
melakukan kekejaman terhadap anggota UDT sehingga kerjasama dalam
bentuk koalisi itu bubar pada tanggal 27 Mei 1975. Secara politis kedua
partai itu berbeda secara fundamental, UDT menganut pola politik yang
berbau konservati-moderat sedangkan Fretilin menganut pola politik
kekiri-kirian yang ekstrim. Fretilin cenderung kearah komunis dan semakin

J Knstiadi, Dekolomsasi Timor timur, tardapat dalam Analisa. no 11 CSIS. Jakara
1586, hal 963
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lama semakin dikuasai oleh komunis dan cara-cara perjuangannya
dianggap membahayakan kepentingan rakyat di Timor timur.

Pertentangan itu tampak sekali pada saat pertermuan di Macao
(malam rangka melakukan dekolonisasi) pada tanggal 26-28 Jun| 1875
yang dinadin oleh UDT dan APODETI sedangkan Fretilin tidak hadir
Calam keadaan ni Fretiin melepaskan tuntutan awalnya atas
kemerdekaan Timor Timur dan sebaliknya mendukung suatu rumusan
yang disetujui dalam pertemuan Macao. Fretilin memboikot pertemuan itu
dan menolak hasilnya. Tetapl karena didesak oleh keadaan di Timor
Timur. Fretilin akhirnya menyetujui hasil pertemuan itu yaitu persetujuan
untuk mengadakan pemilinan di Timer Timur sekitar Oktober 1976.

Kudeta UDT mencapal puncaknya menjelang tanggal 11
Agustus 1975, dimana ribuan anggota UDT mengadakan demonstrasi di
Dili dengan maksud untuk mengusir Mayor Mota dan Mayor Yonatas yang
dianggap berhaluan kirl atau komunis dan mempunyai peranan paling aktif
dalam membantu Fretilin. Sekalipun pada tanggal 11 Agustus 1975 UDT
berhasil merebut kekuasaan, namun tidak bertahan lama, karena Fretilin
ganti menyerang UDT dengan bantuan Portugis, sehingga UDT mundur.
Ditengah pertempuran tersebut, gubernur Porlugal beserta stafnya. para
dokter dan anggota militer secara diam-diam meninggalkan Dili. Sejak itu
tidak ada lagi pemerintahan Portugal. Penyerahan kekuasaan tidak
pernah diberikan, delwclonisasi tidak pernah diselesaikan,’ Kenyataan Ini
menyadarkan para pemimpin UDT bahwa satu-satunya cara penyelesaian
masalah Timor Timur yang paling baik adalah berintegrasi dengan
Indonesia. Akhimya UDT bersama Kota dan TRABALISTA menyampaikan
petisi kepada presiden Rl uniuk menyatakan bergabung dengan Indonesia
pada tanggal 7 September 1975,

Dalam serangan balik Fretilin, Fretilin memenangkan perang
sehingga secara de facto Fretilin menguasai Timor timur. Para pemimpin
Fretilin dengan segera membentuk pemerintahan dan memprakarsai
program-program di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan pendidikan
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politik. Perkembangan politik di Timor Timur mengalami keadaan paling
kritis ketika intervensi militer oleh Indonesia bersama-sama dengan
penclakan Portugal untuk kembali dan menanggapi secara serius
himbauan Fretilin untuk memberikan bantuan politik. memaksa Fretilin
secara sepihak untuk memproklamasikan “Republik Demaokrasi Timor
timur’, kemudian menetapkan Xavier do Amaral sebagal presigen
sekaligus untuk menyerukan bantuan interasional, hal ini terjadi karena
Portugal tdak menanggapi secara serius himbauan Fretilin  untuk
memberikan bantuan politik® sekaligus untuk menyerukan bantuan
internasional. Hal ini menimbulkan proklamasi tandingan yang dilakukan
atas lindakan sepihak yang dilakukan oleh Fretilin yang dikenal dengan
nama Proklamasi Balibo. Pada intinya proklamasi ini memproklamasikan
wilayah Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia, dan merupakan
gerakan gabungan antara UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALISTA.

2.2.2 Dibawah Rezim Militer Indonesia
a. Invasi Dan Intervensi Militer Oleh Indonesia

Keterlibatan Indonesia di Timor Timur sudah terjadi sejak tahun
1974, baik melalui diplomasi maupun penyusupan militer. Kepentingan
Indonesia di Timor Timur adalah dihindarinya kemungkinan ancaman
terhadap keamanannya, yang mungkin timbul akibat politik yang tidak
menentu di wilayah koloni yang berdampingan itu. Afiliansi munculnya
gerakan radikal di Timor Timur yang berasal dar Fretilin bisa
menimbulkan tantangan terhadap kepentingan keamanan Indonesia

Invasi oleh kekuatan militer Indonesia dilancarkan pada pagi
buta tanggal 7 Desember 1975, 9 har setelah Fretilin mengumumkan
kemerdekaannya. Lapcran-taporanlsaks'r mata tenwang penyerbuan
tersebut mengindikasikan bahwa terjadi tindakan-tindakan kekejaman
pembunuhan. Pada tanggal 18 Desember 1975, Indonesia

* Bantarto Bandoro, Dimens Internasional Masalah Timor Timur, lerdapat dalam Analisa
no 11, CSI5, Jakarta, 19968 halaman 068
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mengumumkan pembentukan Pemenntah Sementara Timor Timur (PSTT)
dan menyelenggarakan upacara di kapal perang di pelabuban Dili dengan
melantik Arnaldo dos Rels Araujo sebagai gubemu} dan Fransisco Lopez
da Cruz sebagai wakil gubernur. Namun demikian, keadaan disana tidak
setenang yang dikatakan Indonesia, karena kurang dari semingau
kemudian tanggal 25 Desember 1975 mereka mengadakan invasi yang
xedua, yang lebih besar dibanding kan dengan invasi yang pertama. Atas
desakan Portugis (yang masih dianﬁgap sebagal negara kolonial Timor
Timur oleh PBB). PBB meminta agar Indonesia menghentikan invasi
militer. Tetapl Indonesia menjawab bahwa apa yang dilakukannya adatah
bukan invasi melainkan “sukarelawan” yang menjawab seruan menolong
koalisi anti-Fretilin dan atas dasar kedekatan wilayah dan kebudayaan.
Sejak saatl itu mustahil bagi siapapun saja untuk masuk dan keluar
wilayah Timor Timur

Intervensi Indonesia tersebut merupakan ceiminan keinginan
Indonesia untuk menyatukan wilayah Timor Timur kedalam wilayahnya
Penyatuan wilayah Timor Timur ini “direstui® oleh Australia yang diwakili
oieh Perdana Mentren Gough Whitlam dan Presiden Amerika Serikat
Gerald Ford. Bantuan untuk melawan Fretilin dari kedua negara tersebut
adalah dilandasi oleh atmosfer Perang Dingin yang menyadarkan akan
ketakutannya dan pengaruh domino di Asia Tenggara.

Indonesia telah mengerahkan seluruh tenaganya pada tahun
1974-1875 untuk memenangkan posisi Indonesia atas Portugal Hal ini
terbukti pada pertemuan London, Maret 1975, dimana perwakilan bangsa
Indonesia (Ali Moertopo) mencoba membelokkan sikap Portugal untuk
menyetujui hal-hal berikut’

I Satu-satunya jaminan uniuk stabilitas daerah adaiah integrasi
Timor Timur dengan Indonesia

reorge Junus Adijondro, FUNU  Pequangan Timor Lorosss Belum Seiesal
(Solidamor, Jakaria, 1998) halaman 104
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Kreasi gabungan pemerintah Portugal dengan Indonesia akan

h

menjadi penasehat dan mendorong rakyat lokal untuk menyetujui
integrasi dengan Indonesia

3. Portugal sebaiknya tidak membuat masalah Timor Timur menjadi
masalah Internasional.

Dari pertemuan ini, dapat dipahami bahwa Indonesia sangat
terus terang akan niatnya menuju masalah integrasi Timor Timur
meskipdn Indonesia beranji untuk ‘idak melakukan intervensi masalah
Timor  Timur. Namun perwira-perwira  ambisius seperti  Moerdani,
Pangabean dan lain-lainnya berusaha untuk melakukan intervensi karena
bagi mereka, Timor Timur merupakan suatu ekspedisi yang dengan

mudah mempromosikan jabatan mereka. Sebuah skenario telah disiapkan
untuk membenarkan tentara Indonesia. Misalnya: ratusan orang Timor
Timur yang telah mendapatkan latihan militer dari pasukan komando
Indonesia dikirim kembali ke Timor Timur dan mulai menyerang kampung-
kampung, merampas dan membakar daerah Timor Timur. Tindakan itu
diatur cleh unit khusus dari Indonesia. Sementara ity para diplomat
ndonesia membanjiri kedutaan besar asing dengan laporan tentang
‘perang terbuka" diantara semua orang Timor dan lain-lain

Berkaitan dengan masalah intervensi ini, Indonesia melakukan
pendekatan dua arah Didepan umum, Indonesia menyangkal seuap
langkah intervensi sepihak, sedangkan dibelakang semua itu, secara
diam-diam Indonesia telah melangkah maju dengan operasi militer
terseiubung di Timor Timur.

b. Timor Timur Sebagai Propinsi ke-27 Indonesia

Setelah muncul Proklamasi Balibo pada tanggal 30 November
1975, dilkuti oleh pernyataan masyarakat Timor Timur yang ingin
bergabung dengan Indonesia pada tanggal 12 Desember 1975 di kupang,
kemudian disusul dengan pembentukan PSTT tanggal 17 Desember,

* Ibid, halaman 106



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
33

maka keinginan Indonesia agar keinginan rakyat dilegalisir terlebih dahulu
telah terpenuhi dan sekaligus memenuhi tuntutan politik internasional
yang menghendak| penentua'n masa depan Timor Timur berdasarkan atas
keinginan rakyat.

Pada tanggal 31 mei 19768 DPR wilayah Timor Timur yang telah
terbentuk melangsungkan sidang paripurna terbuka dengan acara tunggal
menbahas (ntegrasi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia Sidang
Majelis Rakyat Regional yang diadakan cleh pemerintah sementara itu
diadakan dibekas gedung olahraga di dili. Para jumalis diperbolehkan
masuk wilayah Tyimor Timur untuk menyaksikan sebuah upacara dimana
37 "Majelis Permusyawaratan Rakyat' secara aklamasi menyetujul petisi

untuk berintegrasi dengan Indonesia Walaupun begitu, Dewan Keamanan
FPBE, Sekjen PBB, dan Komisi Khusus PBB tentang dokolonisasi menclak
undangan untuk menghadin acara ini karena mereka tidak menganggap
upacara ini sebagal pernyataan penentuan nasib sendiri yang memenuhi
syarat

Untuk merealisasikan sidang paripuma tersebut. 5 Juni I‘lE?E,
sualu delegas! sebanyak 41 orang Timor Timur dipimpin cleh ketua PSTT
(gubernur sementara), Amaldo dos Reis Araujo tiba di Jakarta untuk
menyampalkan petisi Guna menanggapl petisi tersebu! Presiden
Soeharto menginm 36 delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh
Menteri Dalam Neger Amir Machmud untuk menyaksikan sendirl ke Timor
Timur

Selanjutnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, 29 Juni 1976 '
yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, setelah mendengar laporan ketua
delegas: ke Timor Timur tersebut, berkesimpulan bahwa petisi PSTT-DPR
Timor Timur pada tanggal 7 Juni 1976 memang mencerminkan keinginan
rakyat Timor Timur

Pada tanggal 15 Juli 1976, melaul sidang plenonya, DPR
secara aklamasi telah menyetujui disahkannya RUU tersebut menjadi UU
tentang penyatuan Timor Timur kedalam Republik Indonesia melalul UU

|
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Mo. 7 Tanun 18976 dan ditandatangani oleh Presiden Soeharto tanggat 17
Jull 1976, dengan mengangkat Amaldo dos Reis Araujo sebagaj gubemur
dan Fransisco Lopez da Cruz sebagai wakil gubernur. Kenyataannya
kecaulatan Indonesia tidak diakui sepenubnya baik oleh PBB maupun
Timar Timur sendiri. Sampai saat itu, Indonesia tidak mengajukan klaim
sejarah atas Timor Timur, yang bukan merupakan bagian darn Hindia-
Belanda.

Selama pereode pendudukan Indonesia, selama itu puia rezim
militensme Soehartc memerintah. Bahasa |ndonesia menjadi bahasa
resmi dan anak-anak muda didokirin dalam ideclogi negara
Fembangunan-pembangunan dilakukan, beberapa jalan raya dan
infastruktur  didirikan.  Tentara Indonesia terus-menerus melakukan
kekerasan terhadap masyarakat dan dari hari-hari pertama pendudukan,
lebih dari 200.000 orang Timor Timur terbunuh. Serangan besar-besaran
berlanjut selama 4 tahun. Peperangan merupakan ciri utama pendudukan
militer di Timor Timur Kejahatan perang dan pelanggaran HAM seringkali
tercatat dalam pertempuran melawan pro-kemerdekaan.

Sejak berlangsungnya penyerbuan, Timor Timur secara
nominal diperintah oleh seorang gubernur. Tetapi kekuasaan sipil berada
ditangan wakil gubemur yang biasanya seorang militer. Sedangkan
masalah keamanan yang peka harus diratifikasi oleh koemandan militer
Indonesia. yang lewat komandan teretorialnya di Bali, tunduk kepada
markas besar di Jakarta. Kekuasaan akhir terletak ditangan militer, Contoh
seperti ini pernah terjadi tahun 1980an ketika Gubernur Mario
Carrascalao, seorang Timor, minta untuk mengunjungi  seorang
kenalannya yang ditanan, nemun ijin ditolak aleh ke mandan militer

Akses kepada hukum lewat pengadilan bukan merupakan
pilihan yang berlaku di Timor Timur, dimana semua "undang-undang'
disalurkan lewat kekuatan, oleh komandan militer. Sampai tahun 1989
Timar Timur merupakan koloni T.Ell'li.]t'l.lp militer Indonesia, Tidak ada akses

Y1974 Sefaral Timor Timur Sejak Tahun 1974, op. cit. . tanpa halaman
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media yang diperbolehkan, jadi sekalipun laporan-laporan kekerasan dan
pelanggaran HAM mencapai dunia luar, satu-satunya versi resmi adaiah
versi angkatan darat Indonesia. Larangan tentang akses mencegah para
wisatawan barat, warganegara Indonesia atau bahkan setiap orang luar
untuk mengunjungi Timor Timur dengan akibat bahwa orang Timor Timur
merasa dinnya dilupakan cleh dunia luar, dan menjadi semakin putusasa,
Walaupun lebih dari dua puluh tahun Indonesia menempatkan sejumiah
besar pasukan militer maupun pesawat tempur yang canggih, tetapi
pendudukan itu gagal mencapal tujuan awalnya yaitu mengintegrasikan
Timar Timur kedalam wilayah Indonesia.

Dalam masalah ekonomi. ekonomi lokal dikontrol oleh orang-
orang Indonesia. Dan beberapa orang Timor Timur loyal pada mereka
Indonesia melakukan intervensi besar dibidang prasarana Timor Timugr,
dan khususnya dalam penyediaan jalam berasp.'al, jembatan, sekolah,
ruman sakil, pusal kesehatan masyarakatl, dan kantor pemerintah di Dili
dan kota-kota lain yang lebih kecil. Pembangunan ini tak meragukan lagi
adalah juga untuk keperluan transportasi pasukan secara cepat dan
sekolah-sekolah digunakan untiX penyerapan dengan cepat pemuda
Timor kedalam cara berpikir pemerintah Indonesia secara terpusat
Selama dua puluh empat tahun menjadi wilayah Indonesia, Timor Timur
menjad: wilayah yang terbelakang dalam pertumbuhan ekonominya
dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia.

c. Kebijakan baru pemerintahan Habibie

Selama pemerintahan Indonesia, perlawanan dari rakyat Timor
Timur masih terus berlangsung, tenl.ﬂama digerakkan wi=h Fretilin, Pada
tanggal 7 Mei 1977, pasukan Fretilin mengklaim bahwa mereka
menguasai 80 persen wilayah Indonesia, sehingga Majelis Umum PBB
menolak Integrasi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia dan
menyerukan penentuan nasib sendiri dilaksanakan. Pada sebuah laporan
kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 1994, Bacre Waly Nduaye,
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Porgrstehany
pelapor khusus untuk eksekusi ekstra yudisial,"” sumir menyeluruh atau
sewenang-wenang, mencatat berulangnya dugaan bahwa tenadi kematian
dalam jumlah besar di Timor Timur. Dia menulis bahwa antara tahun 1975
sampal 1980 diperkirakan 100.000 crang penduduk dibunuh oleh pasukan
bersenjata Indonesia. Antara tahun 1980 sampai 1984, diduga 100.000
orang lainnya meninggal. Sementara Indonesia gagal untuk mendapat
pengakuan legal atas dimasukkannya Timor Timur, sejak dekade 1870
hingga awal 1990,

Gelombang mulai pada tanggal 12 November 1991 sewaktu
pasukan Indonesia membunuh sejumiah besar pemrotes yang tidak
bersenjata di pemakaman Santa Cruz di ibukota Timor Timur, Dili. Nduaye
memperkirakan antara 150 sampai 270 orang yang terbunuh. Indonesia
menangkap dan menuduh Xanana Gusmao sebagai otak demonstrasi di
Santa Cruz tersebut.

Oorongan selanjutnya untuk gerakan penentuan nasib sendir
terjadi pada tahun 1986, sewaktu dua buah hadiah ncbel yang sangat
bergengsi dianugerahkan kepada dua tokoh Timor Timur, Uskup Carlos
Filipe Ximenes Belo, pimpinan gereja di Dili, dan Juse Ramos Horta,
pimpinan perlawanan Timor Timur dalam pengasingan, atas ‘karya
mereka untuk suatu penyelesaian tepat dan damai® mengenal
pertentangan di Timor Timur. Pada tahun 1997, Sekjen PEB yang baru
wofi Annan melakukan pendekatan yang lebih proaktif dengan tujuan
revitalisasi proses tripatri di Timor Timur yang melibatkan sekretariat PBB,
Indonesia dan Portugal.

Fada bulan Mei 1998, Soeharto turun dari jabatannya setelah
32 tahun memernntah, dan digantikan cleh wakil presidennya B.J. Habibie.
yang sebelumnya sedikit hubungannya dengan kebijaksanaan mengenai
masalah Timer Timur di Indonesia.

" Departemen Penerangan Publik PBB, PBB dan Timor Lorosae: Penentuan Nasib
Sendiri Melalut Jajak Pendapat, New York, 2000, halaman 5-6
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Karena situasi yang terjadi di dalam negeri dan tuntutan
internasional, Habibie membawa sikap segar terhadap masalah Timor
Timur. Dalam bulan Juni 1998, Indonesia menginformasikan pada Sekjen
PBEB dan Portugal kesediaannya untuk memberi otonomi luas bagi Timor
Timur. dimana Jakarta tinggal punya kendali atzn tina bidang: urusan
nubungan luar negeri, pertahanan t'erhar:lap luar, dan beberapa aspek
kebijakan moneter dan fiskal Dalam bulan Agustus, saat bertemu dengan
Sekjen, Menteri Luar Negeri Indonesia dan FPortugal sepakat mengadakan
pembicaraan lebih jauh. Para menteri juga sepakat bahwa warga Timor
Timur harus lebih didekatkan dengan proses tersebut. Janji ini diterima
dengan lega didalam dan diluar negeri. Ditambah dengan iklim
demokratisasi dan kebebasan mengemukakan pendapat, maka para elite
politik Timer Timur yang tadinya saling bertentangan mulai saling mencari
dan menyusun usaha dialog untuk rekonsiliasi, Dalam rangka itu disetujui
pula kesejajaran tuntutan politik antara integrasi dan referendum, Melalui
dialog-dialog selanjutnya, prinsip dialog dan rekonsiliasi serta Integrasi
dan referendum akan di sosialisasikan secara damal dikalangan
masyarakat Timor Timur.

Pada f{anggal 27 Januari 1989, Presiden Habibie
mengumumkan bahwa bila rakyat Timor Timur tidak dapat menyetujui
menjadi bagian dari Indonesia atas rencana otonomi yang sedang dalam
negosiasi, mereka dapat memisahkan diri dari Indonesia. Kebijakan
‘piiihan kedua" itu banyak ditentang oleh kekuatan Indonesia terutama
TNL Bagi pengamat poiitik, Arbi Sanit apa yang dilakukan Habibie
sudahlah benar. Secara politis Habibie tidak bersalah, ia justru
melaksanakan demokrasi karena bagaimanapun kemerdekaan adalah
hak warga Timor Timur."" Langkah negosiasi dipercepat, dalam sebuah
pertemuan di New York antara tanggal 28 Januari sampai 5 Feﬁmarl,
detail rencana otonomi didiskusikanoleh pejabat kedua negara. Mereka

' Komentar Arbi Sanit dalam FPanjl Masyarakal, Dewi Fortuna Tak Berpihak Pada
Habibie, Panji Masyarakat no. 22 tahun 111, 15 Seplember 1929, halamarn 35



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

38

bertemu kembali tanggal 10 sampai 11 Maret 1999, Pada tahap final darl
negosiasi terjadi perlawanan dengan dilatarbelakangl meningkatnya
pelanggaran politik di Timor Timur Pada tanggal 6 April, milisia pro-
integrasi membunuh lebih dari 25 orang warga sipil. 17 Aprii kemball
membunun setidaknya 13 orang. Pada tanggal 21 April, Komisi
Perdamaian dan Stabilitas dibentuk di Dili, dibawah pengawasan panglima
TNI Jendral Wiranto.

Permusyawaratan di New York antara 21 sampai 23 April
ditutup dengan menyimpulkan tiga perjanjian memberi garis besar
mengenal proses jajak pendapat. Pada tanggal 5 Mei 1999, dalam suatu
upacara bersejarah di New York, ketiga perjanjian menyeluruh tersebut
ditandatangani. Isinya mengenai persetujuan-persetujuan untuk menakhiri
sengketa antara Indonesia dengan Portugal menyangkut Timor Timur

Jajak Pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999
dan dihadif oleh 96 persen pemilih. Hasilnya diumumkan tanggal 4
September 1999 oleh Sekjen PBB Kofi Annan dimana disebutkan bahwa
78,5 persen pemilih yang terdaftar menolak otonomi khusus yang
ditawarkan oleh Indonesia dan memilih merdeka.
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DINAMIKA POLITIK MENJELANG
PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI TIMOR TIMUR

3.1 Kelompok-kelompok Yang Berperan Penting Dalam Proses
Transisi Politik

Setelah melepaskan diri dari Indonesia, maka tugas penting
yang segera muncul adalah bagaimana Timor Timur melakukan transisi
politik untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan. Kelompok-kelompok
yang berperan penting dalam membentuk transisi politik di Timor Timur
ada empat kelompok ' Pertama. United Nations Transitional Acdministration
in East Timor (UNTAET) dan personelnya yang terdiri dari polisi dan militer
PBB. Kelompok kedua, komunitas politik Timor Timur termasuk partai
politik dan masyarakat sipil. Kelompok ketiga, masyarakat biasa atau
penduduk Timor Timur secara umum. Dan kelompok yang keempat adalah
Gereja Katolik serta kelompok keagamaan iain.

UNTAET merupakan badan dibawah PBB yang menerima
mandat dari dewan keamanan PBB untuk mempermapkan sebuah negara
baru. Dewan ini dibekali dengan kekuasaan. dana, dan keahlian. Misi ini
dibawah kepemimpinan Sergio Viera de Mello, seorang diplomat asal
Brasil yang berpengalaman membentuk pemerintahan sipil di Kosovo.
UNTAET yang mewakili PBE, memperoleh mandat yang melebihi misi-misi
penjaga perdamaian, biasa. Tugas ini sesuai dengan rasolusi Dewan
Keamanan PBB No. 1272 tahun 1999. UNTAET diberi tanggung jawab
menyeluruh atas pemerintahan Timor Timur dan diberi kekuasaan untuk
menjalankan otoritas legislatif dan eksekutif termasuk pelaksanaan
pengadilan dengan tugas utama antara lain' a)menyediakan keamanan
serta menegakkan hukum dan taia tertib diseluruh wilayah; bymembentuk

' Dicrusic Babo-Soares dalam Hadi Soesastro (eds), Peace Bullding and State Buiiding
mn East Timor, Jakara: CSIS, 2002, halaman 13

39
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pemerintahan yang efektif; cymembantu didalam pembangunan pelavanan
sipil dan pelayanan sosial; d)menjamin koordinasi dan memprakarsal
bantuan kemanusiaan, bantuan rehabilitasi dan pembangunan,
e)mendukung kapasitas building bagi pemerintahan sendiri ﬁrrrembantu
dalam pembentukan kondisi bagi pembangunan yang mendukung. Dengan
kekuatan mandat yang dimillki itu, UNTAET bekerja hampir seperti
pemerintahan *

Keputusan pembentukan pemerintahan transisi itu diambil
secara bulat oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada hari senin 25
Oktober 1989, UNTAET dalam melaksanakan pemerintahan transis| akan
didukung oleh ratusan pejabat sipil dan hampir 11.000 tentara dan polisi
selama dua hingga tiga tahun sampai Timor Timur merdeka °

Dewan ini, walaupun bekerja seperti sebuah pemerintahan,
tetapl tidak memelihara hubungan dengan masyarakat Timor Timur sejak
awal kedatangannya UNTAET bertanggung jawab kepada Markas Besar
FBE di New York dan meniadi sebuah lembaga yang terpisah walaupql.m
secara fisik berada di Timor Timur.

Kelompok kedua yaitu komunitas politik di Timor Timur, yang
secara aktif terlibat dalam proses politik dan kadang-kadang juga bertindak
sebagal oposisi. Sejak awal mereka beranggapan bahwa UNTAET akan
membangun hubungan administratif ‘dan hubungan politik dengan orang
Timor Timur, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kelompok ini mula
bekerja, sebagian besar melalui kelompok-kelompok kepentingan, tetapi
menjadi terlibat didalam politik setelah mengakui bahwa UNTAET tidak
mempunyai rencana untuk melibatkan orang Timor Timur didalam transisi
administrasi. Tugas darl kelompok ini adalah untuk mendesak partisipasi
masyarakat dalam mempersiapkan pemerintahan dimasa depan.

“ Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272 (1999), diadopsi pada pertemuan DK PEB
ke-4075 tanggal 25 Oktober 1999, dapat ditemukan di
http:.'mw.-.a.un.Drﬂfpescea'atimur!ducs.@aa12??E.ht_m diakses tanggal 5 Okiober 2002

* Koran Kompas, Timor Timur Ditangan PBE, terbit 27 Oktober 1959
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Masyarakat sipil merupakan kelompok yang terdiri dar LSM dan organisasi
sukarela yang bekerja dengan mengambil bagian dalam penyediaan
bantuan kemanusiaan, memfokuskan pada latihartlatihan, membela dén
memberi informasi bagi masyarakat.

Masyarakat biasa atau penduduk secara umum merupakan
xelompok yang tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyal peran
penting dalam politk. Mereka percaya pada kelompok kedua untuk
memperjuangkan kepentingannya. 3elakangan ini mereka mulai giat
mendesak agar mempunyai partisipasi yang lebih besar pada hal-hal yang
berhubungan dengan hak-hak anggotanyanya,

Gereja Katolik dan kelompok keagamaan lain merupakan
kelompok yang tidak bersifat politis. Namun, karena kedudukan moralnya,
Gereja Katolik seringkali bertindak sebagai "penengah” diantara kelompok
pertama dan kelompok kedua serta kekuatan moral diantara kelompok-
kelompok politik dan masyarakat sipili.

3.2 Tuntutan Demokratisasi Bagi Timor Timur

Sejak hari-hari pertamanya tiba di Timor Timur, orang Timor
Timur beranggapan bahwa UNTAET akan bekerja untuk mempersiapkan
sebuah negara bersama-sama dengan masyarakat lokal. Sejak tidak ada
orang Timor Timur yang ditempatkan pada struktur politik, setidak-tidaknya
dari September 1399 sampei Januari 2000, toleransi masyarakat terhadap
cara kerja UNTAET yang eksklusif tidak bisa dibendung lagi, setelah itu
ketidakpuasan mulai tumbuh.”

Sejak pertama kali kedatangannya, UNTAET hanya diakui oleh
Dewan Nasional Perlawanan Timor Timur (CNRT),® yang diketuai olen

¥ Dionisio Babo-Soares. op.cit . halaman 23

° Conselho Macional da Resistencia Timorense (CNRT) atay Dewan Nasional
Fertawanan Timor Timur didifkan pada konferensi Di Portugal tanggal 23-27 April 1998
sebagal payung dar berbagal macam organisasl pro kemerdekaan. Dewan ini dibantuk
untuk merestrukturisasi perjuangan yang inklusif dan non partisipan. Perluasan dan
penyatuan perlawanan ini juga termasuk pengundutran difl Xanana Gusmao dari Fretilin
dan kepulusan Fretilin urtuk membatalkan pemyataannya sebagal satu-satunya
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Jose Alexander Xanana Gusmao .'atau yang lebih dikenal dengan Xanana
Gusmao dan menawarkan untuk bekerja dengan dewan ini sebagai rekan
kerja tetapl tidak berhubungan secara administratif, Cengan kata lain,
CNRT dan Xanana Gusmao hanya membantu UNTAET atas dasar
sukareia. CNRT diparcaya oleh UNTAET karena kemarpuannya
merangkul semua golongan untuk berjuang bagi kemerdekaan Timor
Timiur

Ketidakpuasan masyarakat tidak saja tumbuh melawan
UNTAET tetapi juga melawan CNRT atas ketidakmampuannya menekan
UNTAET untuk melibatkan orang-orang Timor Timur didalam administrasi.
Ketidakpuasan ini utamanya datang dari partai politk utama pembentuk
CNRT, Fretilin dan UDT

Menghadapi kondisi yang tidak menentu, CNRT mengadakan
wongres Nasional Terbuka yang pertama tanggal 20-30 Agustus 2000.
Kongres ini diikutl oleh 500 partisipan dari seluruh wilayah yang
mencerminkan kekecewaan atas UNTAET dan kekecewazn terhadap
xegagalan CNRT untuk meyakinkan UNTAET agar lebih memperhatixan
hak politik masyarakat. Dalam Keputusannya, kongres menyarankan agar
UNTAET mempercepat proses “Timorisasi™ dan mengambil sebuah
strategi yang lebih inklusif dengan menempatkan staf-staf administrasi dari
orang-crang Timor Timur dan mengurangi sejumiah staf internasicnal
Kongres ini juga memperlihatkan peranan penting CNRT sebagai forum
politik yang luas untuk berbagi infomasi dan debat pendapat. Meskipun
demikian, kongres ini ditandai juga dengan konflik internal antara pimpinan

ropresentasi masyarakat Timor Timur yang sah. Kemudian pengangkatan Xanana
sebaga presiden CNRT dan Ramos Horia sebapai wakilnya. CNRT kemudian
membentuk sayap militer dengan nama Forcas Armadas da Libertacao de Timar Leste i
Falintil} atau Angkatan Bersenjata Pembebasan Bersenjata Pembebasan Rakyat Timor
Timur, sebagai non partisan, angkatan nasional dan pengakuan fungsi semua pihak
nasionalis —sepertt mahasiswa dan partai-partal politik- dalam perjuangan  untuk
menentukan nasib. Mengangkat Xanana Cusmac sebagai Panglima dan Taur Matan
Ruak sebagai wakilnya

" suaty proses dimana menempatkan orang-orang Timor Timur dalam struktur
pemerintahan sementara sampai pemilihan umum diadakan
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CNRT  dan partai-partai  politik. Fretilin  meminta UNTAET
mempertimbangkan Fretilin daripada CNRT. Hal ini tentu saja karena
menyangkut nasib pelitk d° Timer Timur, Tuntutan ini juga ditujiukkan
melalul satu dari keputusan konferensi yang menempatkan semua anggota
partal Fretilin bekerja untuk CNRT dibawah kepemimpinan langsung.
Akibat dari kongres itu, Fretilin dan UDT (sampai taraf tertentu) menolak
Sémua keputusan yang dibuat selama kongres dan secara resm
mengundurkan diri dari CNRT. Fretilin dan UDT yang merupakan pilar
CNRT menolak untuk ikut serta dalam badan tetap CNRT sejak kongres
Hal ini tentu saja telah menurunkan CNRT ke suatu forum partai-partai
minoritas  dan karenanya melemahkan fungsinya sebagai pemersatu
nasional dan meningkatkan ketergantungan UNTAET kepada Xanana
Gusmao

Tetapi keretakan didalam tubuh CNRT ini seharusnya tidak
ditafsirkan sebagal perpecahan menuju konfrontasi diantara kelompok-
kelompok politik yang ada di Timor Timur.” Pertama, pemisahan ini penting
bagl kepentingan internal masing-masing partai politik. Sejurniah partai
politik juga mulai melakukan restrukturisasi dirinya dan beberapa
diantaranya membubarkan diri. Kedua. ada perasaan bahwa UNTAET
tidak memberikan jalan masuk bagi masyarakat lokal, dan bahwa CMNRT
telah gagal untuk memperjuangkan partisipasi yang lebih besar bagi crang
Timor Timur dalam pemerintahan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk
menggunakan cara lain. Katiga, keputusan itu penting bagi masyarakat
sipil dan partai politk untuk memulai mendorong Timorisasi dalam
administrasi transisi.

Berbagai demonstrasi melawan UNTAET dan meminta
UNTAET agar lebih banyak berkonsultasi dengan masyarakat serta
membagi kekuasaan lebih besar kepada masyarakat merupakan hal yang
sudah biasa terjadi di Timor Timur. Banyak sarjana Timor Timur yang lebih
memilih bekerja untuk LSM-LSM lokal atau internasional daripada
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bergabung dengan UNTAET. Keadaan ini dipicu oleh fakta bahwa
beberapa pemimpin politik lokal menganggap sarjana Timor Timur dari
indonesia, yang merupakan 98% dari sariana Timor Timur lulusan
universitas mempunyai kualitas dibawah standard untuk bekerja secara
prefesional.  Diskusi-diskusi dilakukan diantara LSM-LSM Ioka! dan
pemuda menyangkut isu-isu seperti proses transisi, kebutuhan untuk
berunding dengan masyarakat, tentang hak-hak mereka dan memasukkan
orang-orang Timor Timur dalam pemerintahan transisi. Beberapa aktivis
menjadi partai politik —seperti partai sosialis dan partai buruh- yang secara
aktif terlibat dalam rapat-rapat umum melawan administrasi

3.3 Proses Timorisasi di Timor Timur

Sekitar bulan Mei sampai juni 2000, pada sebuaii Konferensi
Fembangunan yang diadakan oleh CNRT, Sergio Viera de Mello (ketua
UNTAET) dan Peter Galbraight (ketua urusan politik) setuju untuk
melibatkan orang Timor Timur dalam kabinet® Hal ini merupaxan
tantangan bagi mandat UNTAET semula, dimana menurut bentuk dari
Markas Besar di New York tidak memasukkan struktur paralel. Keputusan
ini dilakukan karena kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat Timor Timur.

Dewan nasional baru dibentuk pada bulan Juli 2000, dan
memulai perannya sebagai Dewan Legislatif sementara yang semuanya
ditempati oleh orang Timor Timur pada 23 Oktober 2000.° Menurut
peraturan awal, dewan ini akan terdiri darj 33 orang dan beberapa anggota
tambahan dari perwakilan partai politik yang berbeda (dari dalam maupun
dari luar CNRT), kslompok-kelompok keagamaﬁ,organléam sipil, dian
perwakilan distrik (yang jumlahnya ada 13 distrik). Pada pembentukan
Dewan nasional ity Xanana Gusmao dipilih sebagai juru bicara dan ketua

dewan. Masyarakat menerima penunjukan itu dengan antusias.

" Dionisio Babo-Soares, op.cit, halamar 17
. Landry Haryo Subianto dalam Hadi Soessatro (eds). Peace Bullding and State Building
in East Timor, Jakarta: CSIS, 2002, halaman 146
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Antusiasme terhadap Dewan Nasional ini ditunjukkan melalui berbagai
diskusi di media-media selama pereode itu, meskipun masyarakat kelas
menengah hanya berhati hatl terhadap sikap politik ini. Dewan ini memiliki
tujuh komite tetap, yang dapat disamakan dengan kabinet sementara.
Dewan ini rencananya akan bekerja hanya sampai pereode kampanye
menjelang pemilu

Selain itu, East Timor Transitional Administration (ETTA) atau
Administrasi Timor Timur dibentuk pada 7 agustus 2000 dengan Sergio de
Mello tetap sebagai Administrator Eksekutif. Struktur UNTAET tidak
dibubarkan dan keberadannya dalam menteri-menteri kabinet masih
dipertahankan (urusan politik dan laut, kebijakan sipil dan pelayanan
darurat, pengadilan dan keuangan). tetapi empat jabatan menteri
ditambahkan dan diverikar kepada orang-orang: Timor Timur {uruslan
sosial. ekonomi, administrasi internal, dan infrastruktur), Pimpinan
Inspektur jenderal juga dipegang oleh orang Timor Timur, Sergio de Mello
kemudian menetapkan Jose Ramos Horta sebagai Menteri Luar Negeri
dan pemerintahan transisi ini.

|

3.4  Dinamika Politik Dalam Parlemen Sementara Timor Timur

Dewan Nasional yang dibentuk oleh UNTAET bersama-sama
dengan crang-crang Timor Timur dalam melaksanakan tugasnya tidak
selalu berjalan mulus. Konflik politk juga sering mewarnal hari-hari
bekerjanya dewan ini. Konflik yang cukup berarti adalah ketika terjadi beda
pendapat mengenai rencana penyusunan Undang-undang Dasar Timor
Timur. Setelah beberapa bulan mejadi ketua Cewon Masional, Xanana
diberitakan mengundurkan diri dar kedudukan sebagai ketua Dewan
Nasional pada tanggal 28 Maret 2001, setelah perdebatan sengit terjadi
dalam pembentukan konstitusi.'® Xanana merasa putus asa dengan
perbedaan pendapat itu terutama menonjoinya peran dari kelompok-

’I'_.'brd, halaman 147
" Kompas, 30 Maret 2001
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kelompok tertentu.  Dikabarkan, Gusmao marah setelah partainya
memblokir proposal yang mengakomodasi pandangan 600.000 rakyat
Timer Timur. Dalam surat pengunduran dirinya kepada WMello, ia
menyebutkan bahwa Dewan Nasional —yang terdiri dari 36 anggota pilihan
PBB - tidak mencerminkan pemikiran rakyat negeri itu. IKarena itulah,
selain mundur dari Ketua Dewan Nasional, ia juga menyatakan tidak akelm
mencalonkan diri menjadi presiden pertama Timor Timur

Pamela Sexton dar Forum LSM Timor Timur, di  Dili
memberikan penjelasan yang lebih rinci.'' Dalam penjelasannya, ia
mengatakan bahwa, pengunduran diri Xanana Gusmao keluar dari Dewan
Nasional setelah dewan ini menoluk dengan perbedaan suara kecil
rancangan undang-undang untuk membentuk komisi yang bertugas
melaksanakan konsultasi dengan masyarakat Timor Timur mengenai
Undang-undang Dasar baru nanti. Dalam rancangan itu dikatakan bahwa
konsultasl itu berlangsung lebih lama dari yang sudah ditetapkan cleh
UNTAET. Dalam rancangan undang-undang yang ditolak itu. ditegaskan
bahwa komisi persiapan Undang-undang Dasar Timor Timur akan
bertugas selama sembilan bulan sedangkan menuiul UNTAET hanya tiga
bulan. Dengan waktu yang sesingl:cat itu, menurut Xanana, konsultasi
dengan rakyat Timor Timur mengenai Undang-undang Dasar baru di Timor
Timur Itu tidak akan bisa berlangsung. Padahal Undang-undang Dasar ini
sangat penting, dan merupakan langkah terakhir sebelum terbentuknya
negara Timor Timur merdeka. Dalam pandangan Xanana, Undang-undang
Dasar ini harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat Timor Timur,
lermasuk kehendak mereka akan sistem demokrasi yang akan dianut cleh
Timor Timur, Jad bukan wawasan sekelompok kecil orang Timor, tetapi
masyarakat Timor Timur secara luas. Tanpa konsultasi yang memadai dan

' Pameia Sexton, Beda Pendapatl Soal UUD Timor Timor Mamicu Fengunduran Din
Xanana, lihat bttp:/dwww rnw nliranesi/mtmifxanana mundurhtml di akses tanggal 18
September 2003
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pantas, sehingga rakyat memahami apa dan bagaimana Undang-undang
Dasar Timor Timur, maka maka proses dan hasilnya tidak akan baik

Bagian politik UNTAET menetapkan batas waktu bahwa dalam
90 hari sudah harus diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih
Lembaga Konstituante yang menggariskan dan mensahkan Undang-
undang Dasar baru tersebut. Xanana menilai PBB tidak belajar dari
pengalamannya memegang kendali pemerintah sementara di negara-
negara lain. Tetapi kenyataannya Timor Timur memang harus segera
melaksanakan pemilihan umum untuk mempersiapkan kemerdekaannya.

Pada tanggal 31 Maret 2001, UNTAET menunjuk Ramos Horta,
perain penghargaan Nobel, untuk menggantikan Xanana Gusmao yang
mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Nasional.'* Hortapun setuju
dan menerima penunjukkan itu. Namun sebagai formalitas, penunjukan
Ramos Horta sebagai Ketua Dewan Nasional masih harus disahkan
terlebin dahulu oleh lembaga itu dalam pertemuan tangoal 2 April 2001
menanggapi hal itu, ketua UNTAET, Sergio de Mello mengatakan bahwa
dirinya yakin bahwa kemampuan dan energi Horta tak ternilai bagi Dewan
Nasional pada bulan-buian mendatang.

Dalam sidang Dewan tanggal 2 April 2001, terjadi perdebatan
sengit. Kalangan Dewan maminta dilakukan kampanye terbuka untuk
pemilihan Ketua Dewan Nasional Mayoritas anggota Dewan itu
mengatakan bahwa mereka belum dimintai pertimbangan khusus tentang
pengunduran din Xanana Gusmao dan melakukan pemungutan suara
untuk menangguhkan perdebatan tentang pergantian  dan
kepemimpinannya sampai 9 April 2001 Sementara, Radio Australia
ABC melaporkan tanggal 2 April 2001 bahwa sejumlah anggota Dewan
Juga menuntut agar Dewan yang memiliki 36 anggota itu meminta agar
PBB menyusun daftar dari beberapa calon untuk menduduki Jabatan ketua

" Reuters, Horta Gantikan Xanana, ditemukan di
http Mwww kompas com/kompas%2Dcetak/0104/01/n/hort02 him diakses tanggal 21
September 2003
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tersebut, daripada hanya menerima otoritas pencalonan Ramos Horta '
Selelah Dewan Nasional menunda sampal sepekan berikutnya (9 April),
Dewan memutuskan untuk melakukan voting Akan tetapi. pada tanggal
yang ditetapkan, Horta tidak ada di Dilli sehingga pemungutan suara
dilakukan sepekan lagl berikutnya Demikian Barbara Reis dari otoritas
pemerintahan transisi PBB melaporkan kepada Reuters

Sejauh Ini, Xanana Gusmao telah dicanangkan sebagai calon
utama untuk menduduki jabatan presiden pertama Timor Timur. Namun
penolakannya ditengah penarungan berbagai faksi politik orang Timor
Timur itu mengaburkan siapa yang akan menduduki jabatan presiden

tersebut  walaupun sebagian orang mengatakan bahwa kinl pilihan
kandidat presiden ada pada Ramos Horta, tetapi ketika ditanya wartawan
apakah sekarang ia menganggap dirinya sebagal calon presiden, Ramos
hora hanya tertawa dan mengatakan bahwa dirinya belum punya rencana
politik sat ini

Selama ini, kebanyakan masyarakat Timor Timur, terutama
pada tingkat akar rumput, cenderung memberikan dukungan kepada
Xanana Gusmao. Sedangkan Ramos Horta —yang mengasingkan diri
diluar neger sejak Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tahun
1975 dan melobi pemenntahan negara asing untuk mencapai
kemerdekaan- lidak begitu dikenal cleh masyarakat.

Meskipun menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Dewan
Nasional, namun menurut pejabat PBB, Xanana masih tetap aictif berpolitik
dan masih menjadi salah satu tokoh kunci Timor Timur menjeiang
pernyataan kemerdekaan secara resmi akhir tahun ini. Sampai saat ini
Xanana masih menjabat ketua CNRT ™

Laporan Radio Australia ABC tanggal 2 April 2001, Dewan Nasional Tunda

Fangesahan Horts, lihat

http Mwww kompas comdkampas¥2Dcatak/0104/03/n%aewal3 him diakses tanggal 21

:5‘ eptember 2003 |
fhiet ]
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Dalam pencalonannya sebagai Ketua Dewan Nasional, Ramos
Horta hanya didukung oleh pihak otoritas PBB, sedangkan semua anggota
Dewan lebih memilih Ramos Horta tetap menjadi Menteri Luar Neger
dalam Kabinet Peralihan Timor Timur. Pada tanggal 23 April 2001, dalam
sebuan surat yang dialamatkan kepada UNTAET, Ramos Horia
menyatakan mundur dari jabatannya di Parlemen Sementara untuk
kembali ke jabatan sebelumnya sebagai anggota Kabinet untuk Urusan
Luar Negeri. Dewan Nasional memilih Manuel Carrascalao sebagai'ketua
barunya mengalahkan Ramos Horta '”

'® Laporan AP dari Dili Rames Horta Mundur Dari Paremen, ditemukan di

nttp (fwww kompas comikompas¥2Dcetak/0104/24/In/Ramal4 htm diakses tanggal 11
Juli 2063
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Setelah memisahkan difl dar wilayah Indonesia, Timar Timur
akan menadi negara sendiri dan memiliki pemerintahan sendir
FPemerintahan yang akan mengatur negara kecil ini dan dipilih secara
demokratis melalul pemilihan umum. Selama dua tahun mulail lepas can
Indonesia sampal Timor Timur memperoleh proklamasi kemerdekaannya
Mei 2002, terdengar terus menerus tentang usaha membangun demokras
di Timor Timur. Proses demokratisasi ini termasuk pendaftaran ratusan
nou pemilih, pembentukan partai politik, kampanye dan pemilinan umum
yang berjalan dengan lancar dan demaokratis

Femilihan umum kall ini merupakan pemilu yang pertama kali
tenjadl di Timor Timur, Dalam arti pemilihan umum kali ini merupakan
usaha untuk memilih lembaga-lembaga pemerintahan dan pemimpin yang
akan memenntah negara ini nantinya untuk pertama kalinya. Pemilihan
umum ini juga pemilihan umum pertama yang melibatkan seluruh
masyarakatl dalam menentukan pilihan-pilihan bersama.

Sebelumnya, bentuk-bentuk pemilihan sudah beberapa kali
terjadi di Timor Timur. Setiap bentuk pemilihan di Timor Timur selaly
berakhir dengan kekerasan Perang saudara peméh terjadl pada tahun
1975, sepalum invasi militer oleh Indonesia. Kekerasan itu terjadi diantara
kekuatan-kekuatan palitik yang bersaing pada saat pembentukan koioni
FPortugis Selama berintegrasi dengan Indonesia. rakyat Timor Timur
menjadi terbiasa dengan hidup dibawah ketegangan dan kekerasan
Kekerasan yang terakhir kali terjadi juga masih mengingatkan masyarakat
Timor Timur ketika negen ini harus menentukan dua pilihan yang
ditawarkan oleh Indonesia, otonomi khusus dibawah pemerintahan
Indonesia atau merdeka secara penuh. Jajak pendapat publik yang
dilakukan 30 Agustus 1999 itu berakhir dengan kekerasan Pro integrasi
yang merasa kalah dalam pemilihan melakukan pengrusakan dan
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pembunuhan secaras besar-besaran Ketiga hal tersebut - perang saudara
tahun 1975, ketegangan dibawah pemernntahan Indonesia, dan kekerasan
atas hasil dari jajak pendapat tahun 1999 — bisa saja menjadi modal pokok
karusuhan pada pemilihan umum kali ini

Sampai sekarangpun, kekuatan-kekuatan politik yang berbeda
pandangan dan ideolegi di Timor Timur masih ada. Tetapi kenyataan yang
muncul menyebabkan sejarah Timor Timur berbelok kearah lain. Timor
Timur telah menciptakan prestasi yang sangat baik. Pemilihan umum
berjalan dengan lancar dan dalam suasana yang demokratis. Berbeda
dengan bentuk-bentuk pemilihan yang pernah terjadi sebelumnya.

Pemilihan umum pertama ini merupakan masa yang sangal
strategis bagi demokratisasi di Timor Timur. Bagaimanapun demokrasi
selalu beriangsung lama. Namun demikian, prasyaral demokrasi sepér
keterlibatan masyarakal dalam pemilihan umum, persaingan politik yang
cukup terjamin dan rendahnya tingkat kekerasan merupakan indikator
penting untuk melihat proses yang terjadi di Timor Timur. FPemilu ini
bertwyuan untuk membentuk parlemen dan kabinet beru sena kepala
pemerntahan yang akan mewakill masyarakat dalam pemerintahan baru
serta melaksanakan pemerintahan dengan cara-cara yang telah diatur
secara demokratis. Demokratisasi sudah mengarah pada terbentuknya
dan disahkannya lembaga-lembaga politik baru dan aturan-aturan politik
baru dibawah payung demokrasi

Ba
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LAMPIRAN 2

RESOLUSI 1272 (1999)
Disetujui oleh Dewan Keamanan PBR
pada rapat ke 4057 pada tanggal 25 Oktober 1999

Dewan Keamanan

Mengingal resolusi-resolus: vang dulu dan pemyataan-permyvataan dan Presiden Dewan
Keamanan tenlang situasi di Timor Timur, khususmva resolusi-resolusi 384 (1975)
leranggal 22 Desember (975, 389 {1976) tenangeal 22 Apnl 1976, [236 (1999)
tertanggal 7 Mei 1999, 1246 (1999) tertangzal 11 Jum 1999, 1262 (1999} tertangeal 27
Agustus 1999 dan 1264 (1999) tertanggal 15 Sepiember 1994,

Mengingal juea Kesepakatan diantara pemerintah Fndonesia dan Portugal méngena saal
Timor Tumur pada langpal 5 Mel 1999 dan Juga Kesepakatan-kesepakatan diantara
Persenhatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemenntah Indonesia dan Poriugal pada tangpal
yang sama lentang prosedur dan persyaratan untuk mengadakan jyjak pendapat di Timor
Timur berdasarkan suatu pemiliban umum langsung dan perjanjian-perjanjian tentang
keamanan (S/1999/513, lampiran | sampai T11),

Menpulangi lagi sambutan baik kami alos kesuksesan pelaksanaan jmak pendapal rakvat
Timor Timur pada tangeal 30 Apustus 1999 dan memperhatikan  hasilova vang
memantulkan dengan jelas kemginan rakyat Timor Timur untuk memula proses lransisi
dibawah naungan PBB menuju kemerdekaan PBB mengangap  hasiliva  sebagg
cermminan vang akurat dan pendapat rakyat Timor Timur,

Menvambul_dengan baik keputusan Maelis Permusvawaralan Rakvat Indonesin pada
tanggal 19 Oklober 1999 tentang Timor Timur,

Mengutamakan pentingrva rekonsiliasi dianiara rakyat Timor Timur,

Menghargai Misi PBB di Timor Timur (UNAMET) atas keberaman dan ketekadan vang
terpuji vang ditunjukkan selama pelaksannan mandatmya,

Menvambut dengan baik penempatan  angkatan berbagai-bangsa di Timor Timur
berdasarkan Resolusi 1264 (1999). dan mengakui pentingnva diteruskan bekerjasama
diantara Pemerintah Indonesia dan angkatan berbagai-bangsa tentang hal ini,

Memperhatikan laporan  Sekretads  Jenderal PRB lertangpal 4 Oktober  [999
(5 19991024),

Memperhatikan dengan kepuasan hasilnva rapat lga-pihak vang diadakan pada tanggal
28 September 1999, vang diuraikan dalam laporan Sekretanis Jenderal

Sangal berpnhatinan mengena situasi perikemanusiaan yang pawal yang menimbulkan
karena tindakan kekerasan di Timor Timur dan Juga pengungsinn skala-besar dan relokasi
dari rakyat Timor Timur, termasuk juga Jumlah besar perempuan dan anak-anak.

Menegaskan kembali pemtingnva agar semua pihak menjamin hak-hak pengungsi dan
rakvat yang direlokasi supaya mereka terlindung dan dapai kembali secara sukarela ke
rumahnya dalam suasana vang aman dan selamar,

Menepaskan kembali kehormatan kam atas kedsulaian dan integritzs termitonal Republik
Indonesin
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Memperhatikan pentngnya agar keamanan perbatasan-perhatasan wilioyah Timor Timur
dyaminkan, dan mengenw hal i juga mernperhatikan maksud  jelus  pemerintal
Indonesia untuk  bekenasama  denpan  angkatan berbagai-bangss vany  ditempatkan
berdasarkan Resolusi 1264 (1999) dan jupa dengan Pemenniahan Transisi PBA di Timor
Timur (UNTAET,

Menvalakan keprihatinan tentang laporan-laporan ving menunjukkan bahwa pelansgaran
lelah dilakukan secara sisumaiik, tersebar luas dun menvolok atas hukum hak azasi
manusia dan hukum perikemanusiaan intemasional di wilayah Timor Tunur, menesaskan
bahwa pedako-palaku pelanpparan tersebut harus bertangpungawab secarn pribadi, dan
menyeru semua pthak untuk bekerjasama dalam penvelididikan laporan-laporan i,

Mengingal prnsip-prinsip  penting vang dicantumban dalam Perjmnjinn  Keselymatan
Personalia PBB dan Rekannya vang disetujui pada mnggal % Desemnber |90,

Mempertimbangkan bahwa perkembangan siusst & Timor Timur merupakan ancaman
terhadap kedamaian dan keamanan,

Bertindak berdasarkan Bab VI Piagam PBB,

I Memstuoskan uniuk  mendirikan  sesuai laporan dan Sekrelans  Jenderal
Pemennishan Transia PBB & Timor Timur {UNTAET), vang diberikan
pentanggungiawib penuh atas pemennishan Timor Timur, dan diberikan kuass
penuh untuk melaksanakan semua urusan legislatip dan eksekwtip pemermizh,
lermasuk urusan admustras) peradilan:

2. Memutuskan juga bahwa mandat UNTAET akan terdiri dari unsur-unsur sebagm
berkur:

a2  Menjamin keamanan dan menegakkan hukum dan kelertiban umum
diseluruh wilsvah Timor Timur:

b Mendinkan pemerintahan transiss yang efeknp,
€ Memberi bantuan unuk pembangunan pelavanan sipil dan sosial;

d Menjmin koordinast dan pengiriman  bantuan keranusiaan,  dan
bantuan rehabilitasi dan pembangunan:

2  Mendukung program perkembangan-kapasitas berpemenntahan sendin,

£ Membanu mengembangkan  kondisi-kondisi  untuk kedanpsungan
pembangunan;

3 Selamutnya memutuskan babwa UNTAET akan MEmpUyal lyuan-tujuan dan
struktur seperti diuraikan di bagian IV dan lapormn Sekreturis Jenderal,
khususnya. hahwa kemponen-komponen pokoknya akan terdin dar

8 Komponen pemerimshan dan admunistrast umum. termasuk angloian
poliss internasions! sejumlah |, 640 angeota pobisi

b.  Komponen bantuan kemmnusiagn dan rehabilitasi darrat,

¢ Komponen military, lesdin dan anghatan 8,950 prajunt don sampai 200
pengamat militer, -

4. Memberikan kpasa kepeda UNTAET ik mengambil lunghkuh-langksh vang
diperlukan untuk memenuhi mandatma
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Mengahui babwa, dalam pengembangan dan pelaksanasn fungsi sesual denuan
mandatnva, UNTAET akan perlu meminta bantuan keshlian don kapasitas
Angeota Negara, lembaga-lembaga PBR dan onmnisasi-orpanisast inlemasional
vang lainmya, termasub juga lembaga-lembaga keuangan internasional,

Menvambut dengan bak maksud Sekretans Jenderal menunjukkan seorang
Wakil Khusus, vang sebagai  Administrator  Pemerintahan Transis, akan
bertangpungjawab atas segala aspek misi PBB di Timor Timur dan akan
berkuasa mengelusrkan undang-undang dan- peraturan-peraturan vang baru dan
Juga merubah, membatalkan sementara or membatalkan undang dan peraiuran
vang ada:

Mengulamakan pentingnva bekerjasama diantara pemenntah Indonesta, Portugal
dan UNTAET uniuk melaksanakan resolust ini:

Mengutamakan keperluannva agar UNTAET berkonsultasi dan bekerjasama
secara rutin dengan rakval Timor Timur dalam pelaksanaan mandatnva secara
efektip dengan pandangan untuk mengembangkan lembaga-lembaga local vany
demokratis, termasuk lembaga hak azasi mamsin Timor Timur vang
independen, dan akhimva peralihan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan dan
administrasi umum kepada lembaga-lembaga tersebut;

Meminta agar UNTAET dan angkatan berbagai-bangsa vang ditempatkan
berdasarkan Resolusi 1264 (1999) bekerjasama secars rutin salu sama vang
lainnva, dengan pandangan juga unfuk menggantikan secepatmya  angkatan
berbagai-bangsa denpan komponen militer UNTAET. seperti telah diberitahukan
cleh Sekretaris Jenderal sesudah berkonsuliasi dengan pemimpin angkatan
berbagai-bangsa, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di lapangan,

Mengulangy lam  keperluan mendadak untuk mengkoordinasikan  bantuan
kemanusiaan dan rekonstruksi, dan menvery semua pihak agar bekerjasama baik
dengan organisasi kemanusiaan dan hak azas manusia untuk menjaminkan
keselamatan mereka perlindungan rakyat umum, khususnva anak-anak, dan Juga
pulang kembalimva pengungsi dan orang vang direlokasi dengan aman dan juga
menjamin bahwa bantuan kemanusiaan dapat disampaikan dengan efektip:

- Memvambut dengan baik komitemen pemerintah Indonesia untuk membiarkan

pengungsi dan orang vang direlokasi di Timor Barat dan tempai-iemparl lam di
wilavah Indonesia untuk memlih apakah merekas mon kembali ke wilayah
Timor Timur, tetap tinggal di lokasi sekarang atau direlokasi ke tempat lain di
Indonesia, dan menpulamakan pentingnya agar pemerintah Indonesia dapat
menjamin bahwa organisasi-organisasi kemanusiaan dapai akses penuh, aman
dan tanpa hambatan untuk melaksanakan tugasnva:

. Menguwamakan bahwa adalah pertanggungjawab pemermtah Indonesia untuk

mengambil langkah langsung dan  efektip supaya memjaminkan  pulang
kembalinya pengungsi di Timor Barat dan di lempat-tempat lain di wilayah
Indonesia ke wilayah Timor Timur, keamanan para pengungsi dan suasana sipil
dan kemanusiaan kamp-kamp pengungsi dan tempat kedinmannva. khususnva
mengurang kegiatan intimidas: dan kekerasan para milisi di dagrah tersebut:

Menvambut dengan buk rencana Sekretans Jenderal untuk mendirikan suati
Dana Perwalion (7rust Fund) vyang disediakan untuk, diantara laimmya,
rehabilitasi sarana / prasarana pokok, termasuk juga pembangunan lembaga-
lembaga penting, operasi pelavanan dan keperluan umum dan permbayaran paji
pegawal sipil:
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Menganjurkan  Angoots-anppots  Negara dan  lembasa  dan oreanisasi
internasional  uptuk  menvediskan personalia  peralatan and  sumber-sumiber
lainrva untuk UNTAET sesuai dengan permmiaan Sekretans Jenderal, rermasuk
keperluan  untuh  membangun  lembaga-lembaga don kapasitas disar, dan
mengutamakan bahwa usaha-usaha tersehul periu dikoordinasi secara untas:

Mengutamakan pentingnys untuk merckrul personalia untuk UNTAET sang
memiliki pengalaman tentang soal kemanusiaan miemasional, hak azasi manusia
dan hukum-hukum pengungsi, termasuk ketentuun-keteniuan mengena anak-
anak ‘dan hal berhubungan dengan jemis kelamin dan jupa berbakat soal
negosiiisi dan: komunikasi, kesadioran budava dan vang berpengalnman soal
koordinasi diantara progrum sipil-militer,

Mengutyk segala kekerasan dan tindakan yang mendukung kekerasan di wilmvah
Timor Timur, menveru supava undakan tersebui mengakhir secepatnve dan
menuniul agar pelaku-pelaku yang benanggungjiawab atas tindakan kekerasan
dibawa ke peradilan,

Memutuskan uniuk mendinkan UNTAET uniuk penode awal sampai tangeal 31
Januan 2001,

Meminta Sekrelaris Jenderal melapor secars rutin dan lengkap kepada Dewan

Keamanan mengenai  Kemajuan  dolam  pelaksanaan resolust ini, termasuk,

khususnva, mengenai penempatan personalis UNTAET dan  kemunekinan

pengurangan komponen militer dikemudinon hari jika situasi di Timor Timus

telah membaik, dan untuk menyampaikan laporan pertama dalam wakiu tigs

bulan seqjak  tanggal pengeluarin  resolusi i dan  sesudah  itw untuk
menyampaikan laparan setiap enam bulan,

Memutuskan untuk tetap memperhatikan perscalan ini secara aktip.

Unayfficial translation

Sumber

.o i 15

e
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LAMPIRAN 3

The Sixteen Political Parties
Following is a list of the sixteen Political Parties registered for the election
of the 2001 Constituent Assembly,

MNames,
l.eaderships and Historical Accounts Frograms
Candidates
1. Apodeli Pro, Referendum
[Associagio Popular Democritica de Timor Po Referenda]
[Popular Democratic Association of Timor Pro Referendum)
IEctahlished in 1974, This 45 one of the HistoricalBome points of the Party's propram
Party ProsiAnts: [larties of Fast Timor, In 1974finclude -
Fraderics Almeida APODET] advocated  fur ther Timorsation of (he  current
e di Cleka, integration anto the Bepublic offadministration
15 Candidates, 1 Distrit [Mdonesia  hut @ made publick Dialogue and reconciliation
Cstliat declaration at the CNRT congresst Free markel economy
of  August 26N accepting  thel Universal Education, Free as [ar as
result of thoe possible
- Universal Health System, Free as
possible
- Privilepe diplomatic relations with
Popular  Consultalion  of Mﬂndéfﬁ}:ﬁﬂﬂand A.mtmhd' mhal
August 199 peferendum,  thos ll.u.bﬂ-]:l s {5
Lidding v Pro Refcrenduin » 1o thil Support programs for war victims
barty's nams, kel t}wseldopmrnd .ﬂ[ opportunities
doe to their clandestine activities

- Provisional use of Portuguese asi
the: efficial language while Tetam is|
being developed.

2, ASDT

[Associagio Social-Democrata Timorensc] |
Although  proclaimed on  April
2001 by FRETILIN first President,
Francisoo Xavier do Amaral, the
Party Llakes ils name from the
Association thal pave hirth o
Fretilin in 1974, As described m
Established April 2000, [lohn G. Taylor book% in 1974 it «fin 2001, Xavier do Amaral would

Party President spomprised mostly of the newlyllike to see a restoration of the 1975
Francisco  Xavier  dopecruited members of the urbanfRDTL  governmentl. The  Party
Amaral, plites, most of ASDT foundersjropistered its own flag with the 1EC,

73 National Candidates, flived  in Dili, although theylfollowing plans to compete with
3 Dhstrict Candidates retained tes with thelr roral areas{Fretilin for their flag,

ol origin, and several of them
wore  [rom Hural  families [L.]
ASDT was social democratic, with
U emphasis on democratic, [
wiys formed o defend Lhe idea of
independence ». .
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3. Fretilin
|Frenite Revoluciondria de Timor Leste Independente]
[Revolutionary Front of Independent East Timor]
(This is one of the historical partivs
ol East Timor, Fretlin was horn
oL, of ASDT,
in September 1974, when « radicul
L Maotst-influoenced - Fast
Timorese students slartisd
returning o Dili friom Lisbon and
- the ASDT party IUDk.B sharp turn
'F'q!rt‘!.-’ Prasident '.m Ii'w et 1'l'h]np_inﬂ “_q, e i
Francisco Guterres (Lg Fm‘u]m. and  embarking  on a
Olo). revolutionary social and economic}
75 National Candidates, [*10™ Pprogramme [...] which
12 District Candidates. [ much Lo thu-. example of the

puccossful liberation  movements
i Adrica...«11 Most
of  the  well  known  names
il East Timor nationalism, such as
MNicolaw  Lobato (1), Xanana
ousman, José Ramos Horla, Mard
Alkatiri, MNino Konis
Gantana (t) Lo nome a few, hawe
been or still are Fretilin members,
The history of Fretilin is still to b
written, From the earhiest bmes
and as @ nabonalist movement, it
opted  in 1974 for a  strong
[indipenous component in the idea
ol natioo-boilding and « rather
than atlempling Lo mcorporate
pspects of Bast Timorese culture,
politics and  society  within Uhe
Tamework il Fortugess
wetropolitan culture, it direcied
ils  policies  toward  whal il
parded a5 importanl areas of
nidipenous society, tking them as
e basis  for jls  organization
itralegics «12,

Fretilin is, as its name expresses, a
liberation movement, In order to
furn it mio a clear political
formation, Lhe movement held twao
major  conferences . ko, forge  a
program  of action and (o define;
ikself as a Political Party for the 2000
elections. In Augrust 1998, the Parly
held a major conference in Sydoey
where it defined a  propram  of
principles and a pohtical manual on
vommen  Frelilin  expressions  and
ymbaols, In May 2000, i held a
ational conference i Dili attended
¥ the delepates of all 13 districts of|
ast limor to prepare for the 2000
e tions,

Frotilin's program includes :

- Support of Democracy,

Established Seplember

Pluralism, Cullure of dialogue,
lolerance and Peace

- Establishment of a Comnussion on
lolerance and Unity 1o investigate
Fretilin efrors  in the last  fwo)
decades l
- Suppor to East Timor application
ks member of the United Nations

- Support for joining the CPLP
(Comunity of Portuguese Speaking
Countries),  Ascan, South  Pacific
Forum

- Development of a  Lrilateral
cooperation  between  East Timaor,
Australia and Indonosia

4 Kota
[Elibur Oan Timor Asuawin|
[Sons of the Mountain Warriars or Association of Timorese Heroes)
Kola was reorganised in 2000 and,
lthough it & oricnled wwards o
strongt power of the Liurais, it denies
upporting  the establishment of a
onarchic System and as expressed
support Lo a mulli-party system. 1L
dvocates thal economical policies
should be used to eradicate poverty,
umely through the development of
pricullure, fishing, tourism  and
coffee production. The teaching of]

Kota has been descmibed as an
incipient partyl?  when it was
{Established in 1974 formed in November 1974 by Ledo
Party President ; Leiio [Amaral ond José Marting (). It
Pedro dos Ress Amaral. fwas  previously  known s the
173 Matomal Candidates, [Popular Assiocialion u
B District Candidates.  Monarchists of East Timor and
was  composed ol several
[iurais1d.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Should be implemented i schoals, it
also favours the establishment of a
Commission for the developient of
Tetum language,

5. Parentil
[Tartido Republika MNacional de Timor Leste]
[Mational Republican Party of Fast Timor]
Established in February The Party is set up with the aim of|
2N, x Pl 2ls, Cominsed: of ‘.r'i‘lll'li-‘.. vunterbalincing  the  miluence ::1'|
Party President | iy || memenoEt il e the  older  peneration of  polilical,
Flaviann Pereira Lopes loaders. 1t was one of the bwo parties|

G2 Mational Candidates, ESabianed m ERhmannr 0L, thal refused Lo sipn e Pacl ucl';
o Dhistrict Candidates. Mational Ulnity15,
6.TD
[Partido Democratico]
[Democratic Party]

Established Junc 2001, [ VOrY o 2‘;3;&“"1““;"
. L 1y 1 (o [ r- B g
z:ﬂ:;:lﬁulem RhEgRAC0 wouth  resistance  orpanisabion
73 National Candidates, Rx'nul..l.i. axhougn I{cm_i.ﬂ
12 District Candidlates rrmains - an .|T1d£rpr-ndrhnL NG
knd is mot affiliated in the parly. {
7.PDC '
[Partido Democrata Cristao]
[Christian Democratic Party]
is oni of the two Christian
arties of East Tmmor, Althoupgh
oth PDC and UDC/PDC [ses
elow]| based on Christian social
ustice values, FDC i sald to be
con more as a lefist party with
ome  sympathy (o Fretlin It
ppears Lo be a mix of both
otestant and  Catholic in ils]
leadership,

Established August 2000,
Party Presidont ; Antomio
Mimenes,

3 Mational Candidates, 1
Dristrict Candidale.

8. PDM
[Partai Demokeatik Maubere|
[Manbery Dempiratic Pariy]

DM is said to be a minor party
ing  the lerminology  of
([Established October 2000, Maubere, a term popularised in
IParty President : Paulo » 7s by Fretilin to appeal to
Barmento Pinta, he idea of the rural poor and
ubsequently 1o appeal o
ticmalist sentiment,
S 7 ; 7
[Partai Liberal]
[Liberal Party] :
Established May 2000, minor  parly  eslahlished |
[Farty President ppealing mostly Lo the younger
Armando da Silva. seperation who were active on |
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112 Maticnal candidates, 3
Fhstruct Candiglates.

Uhee rsistance apgaine Indomesa

10. PNT

[Partido Nasionalista Timorense|
[National Party of Timor]

NI 5 headied by Abilin e
Ario, @ former Fretidin
el and  representative i
dshon who was expelled doe Lo
s pro-Indoneion pusitions. Hie

lished in 1999, : L
arty Acting Prosident;  [¥23 Mirister for Economic andf, . 0 party that
Alianga Aradjy, xal Affairs. in the 1975 HUILrﬂ'ﬁEﬂI Loy sipn the Pact of National
vernment and b 15 seen as o .
Ha Mational Candidates, ory controversial figure dus 1o]Hnity-
re Distriect Candidate. alliance with the Suhario
mily. PNT was established in } :
95 before  1he  referendum
allot to promote an altermative
o CNET. |
sisfins
1L PPT
[Partido do Povo de Timar]
[Peaples Party of Timo
: v President,  Jacoh  Xavier
Salitiod i Nowembee laims he = the diroct deseendant
ll‘l];' Primident - Jacoh il the King of Portugal. The pariy
yitar {mmlmr:u- umnrt ;mﬂn;?
: rn i chiils i
Il:hm“:‘:!:::’ﬂlﬁﬁ' riirularly in the Districis of
lanufaht and Anaro
1L PSD
[Partido Social Democrata) !
[Sacial Democratic Party| f
Vhom PSDY was established on
h September 2000 at CNRT
sadguartens b counted with the Party program supports multi-
riicipation of Xanana Gusuaofmarty system defendmg the role of
a  puest speaker,  Mdroovernment in U0
. arrascalin was furmor pement.  Priority s piven o
AN s I ehor N e By Housing
L arty Prisident - Maris | PO betwiesn 19821992, In ourlind good povernance, The party]
Mienns Carrascaian: estern political terminalogy, the the Death Penally and

74 National Candidates,
11 District Candidates,

il José  Ramos  Horts  hawe

I is said that they are both m
v of 1t

arly could be defined as g rtght

g parly. Miny l[oemer UDT
Frefln members have joted
S Althouph Xanama Gusmibo

ended support 1o the new party,

L]

o In Foreign  Policy it
ppurtn te membership within the
and CPLP, It also supporls
ust of Portupmes as national
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13 PST
|Pastido Socialista de Timor]
[Socialist Party of Timaor]

Mhe parly suppeorts the mult-party
stienn, 1 advocales a univieesal, froe
nd  compulsory  education, It
ledges the adoption of Poriuguess
nd  English as official Janguages
wring, A bransibion  period  whilie
vlum s heing  deweloped. 1L
dveocates e riphts o workems
neluding free trade wmons, 1 has an
asbeendid socal program basod  on
he cipht w0 hoosing o frs amd
pmiversal bealth system and equal
stribubion  of - arable  laned  and
scpropilation o large Land beldings,
I is apninst e death penalty,

Founded in the 19KYs, ot has a
pronounoe Marxist- Leninist
ideology. 1L merped ol of
shudents and  labour  groups
Established (171991 Basod e Jakarta  and  other
Parly President - Pedro ]!1d111uwhuq S Whele Sl
e Mietines b Citetn. Fimoreee shudents were active. L
75 Mational Cdnﬂldnlcs,zhﬂ branches in many Districts
District Candidates; wehile Tocussing s activities on
traditiomal Frotilm arsas, such as
Laguica, Los Palos, Addoo and Dhili
I Fas established o nombar of
booperabive  farms ol coliioe
o Hion

Murrr
[Pastido trabalhista timorense)
[T imor Workers Party|

(Established in 1974, “muxﬁ-n@m 1n“l‘lﬂ.“lh|.f g party B quire a sigoilicant
IParty President © Paulo 4 iR gl e ! !

arty T Fretilin[focial program with the emphasis on
ETEEEAY AR S, ut wnsulnna:dm"danunnr rl pocial. fusitce, and ‘equal. ‘rights of
A% Matiomal Candidates, pasty pppertunitios for women. |t s very

Ao ; I thut time, The sl
15 Dristrict Candidits, “‘J;S I;HEE:'M.H:& lur“;n} Signed the ke b cosmmitted Lo ioman

ntepration  in Indonesia and
Paulr — Froitas  represented
ppawall Sockarnoputet PO atfrights and  issues sieh as child
b Provimicial Lovel  Parliamaent fabour.
wring  the  Indonestan  (nber-
.

15. UDC/PnC
[Pastide Democrata Ceistao de Timor]
[Christian Do ratic Pasty]

- I lavours o markal economy, The
::;:;I;':‘:‘:dm;ﬁ“t e [PPC/PDC was  launched  mjparty promotes U ides of basic
1a Sitva Guterres 1998 a0 Lashon. 11 s based pducation and health services s e
g Mattonal Candiditis ma Chrstan humarsm and onfand  wriversal and  stands Tor the
S Digtrict Candidates sowtal doctrine ol the Church Jpromotion of  local  dialects  and
nigiagies s Fast Timor horitage.

16. UDT
|Unifo Democritica Timorense]
| Timorese Democratic Union]
IOT was the First Political Party UL program i ludes ;
o be established In 1979 « Whatz Prestdential system
A contralised  system of

sstablishod i 1574

iy President | lodao
Viepas Carrascaliio,
71 National Candidates,
B District Candidaties,

semocratic Union  (UDT). sk Role for the elder Lo salve village
A called forflevel  problems. according fo
canisCralisation, IO 'I,;I,ﬁ.[l.‘l"‘l,ﬂ.l'}I Lasw

bove all. Tor sell-dotormination{Indonesian Public Servants
or the Timorese people onented - Pensions Tor retired Falintil
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owards a [lederation  withjmembers and  their widows and
ortugal — |...]. The union'sjorphans
rganizing  members  illustrited
s feadership.  [ts President,
Mardo Carrasealio was a foreslry
mprineer and A colfoe-plantation
wier =16, In a nabional congress
heeled m 1997, UDT Statules were
wised wnd updated. However
he  Party lost some of ils
upportérs to the PSD when it
as eslablished.
MNational Independent Candidates :
- Pomingos Alves
- Daniel da Silva Ramalho
« Teresa Maria de Carvalho
- Olandina Caeiro |
- Maria Domingas Fernandes |
District Independent Candidates |
Lautem : justino Valentim, Carolino da Silva, Aurclie Freitas Ribeiro, Apapito Ramos
Manatuto : Manuel Circorss da Costa {
Dili : Marcoline Ribeiro Afonso
Oerussi = Apolonia de Falima da Costa, Antonio da Costa Lelan, Etelvina da Costa
Ermera: Eduardo de Dous Barreto
Bobonaro : Domingos dos Santos

Sumber: hitpe/f218.239,33.100/search?g=cache:sBA-TWBHxJoC www.cean, u-
bordeaux. friusotopie/desousa. nf+ UNTAET +role+in+ eastHimor+election&hl=enfie=sUTF-8
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Tabel. L. — Electoral Results National Representative Election

Votes as a % of
Party or Candidate Total Votes | Total Valid Secats
Votes
Fotal Valid Votes 361501 100,00 % SN
o falid Viole Cas ] 3
I':l[:ﬂ:i E::L:} ole Casts (% o 163 501 9460 %
Invalid Votes 20747 540 %
rIE'L':I-J.l Volbes Casts 384 248 . T %
ITotal Seats 75
Fretilin 206 531 5737 % 43
PD 11 6810 BT % 7
PsD 29 726 BIB % 3
ASDT 24 493 7.84 % A
UGT B 581 236 % | 2
PNT B 035 22 % 2
Kota 7735/ 213 % 2
PPl 7322 201 % 2
P 7 181 1.98 % 2
ST £ 483 1.78 % 1]
Pl 4013 110 % 1
UDC/PRC 2413) (166 % 1
IApodeti Pro Ref, 2 181| .60 % 0
F1T 2026 0.56 % i
POM 1788 0.49 % i
Domingos Alves 1192 0.41% 0
Daniel da Silva 1 412] 039 % 0
it Domingas Fernandes Q47 026 % i
linda Caeiro 779 0.21 % i
[Teresa Maria de Carvalho 7i 0.20 % 0

Tabel. IL. - National Representative Election Result
in the District of Dili

Votes as a % of
Parly Total Valid
Votes

[Fretihm | i 115
ASDT [ 10,73 '
PSL 4.76
D g 5.88
lupT 230
jOIh-_':S - 10.28
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Tabel. I1l. - Party Elected District Representalives

District B | Total Votes % of Valid Votes
E | Received Received

Ailew Fretilin | 3118 5747 % %
Abtarn Fretilin | i 030 463 %
Facau Fritilin I8 525 H397 %
Eobonaro | Fretilin 18743 60134 %
Convalima Frotilin ' 13 44l 6574 %
Lili Fretilin i7EE F2449 %
Ermoera .2 Fn_:L:i-lin = 14 724 RLUR R
Lautem Frotilin 12 766 SEALEE S -
Liguica Fretilin | 16 247 TRA Y
[hianatulo * Fretilin R A 55,04 %
Marufahi Fretilin 10 235 7512 %
fdeuss] Independent | & 207 Mo %
Miguaque Fredilin | 22721 BloZz %

Tabel. IV. — Fretilin Results in the National Representation Vote
per District as % of Valid Votes

[ Ailew ! 71,15%
Ainars 27.56%
Baucay H1.98%
Bobonara a7A2%
Cova Lima 6‘[,—12_%-
(i fiy, (5%,
Ermera ";‘1,9-'1_5'.-
Lautem 6L TN
Liguica ?Z-II’:
Manatuto 47.57 %
Manufihi 34,565

I Ubenssi ) AR, Al

| Viguegue 74.05%

Sumber: hilp:/f216.238 33 1Du.fsearm‘?q=cachc'sBA-TWGHngC:wnr.man.u-
bordeausx. fr/lusotople/desousa, i+ UNTAET +role+in+east+timor+alacion&hi= en&ie=lUTF-8
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